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Lubis, Muhammad Benny Barnabah. 2020. “Kesadaran Politik Masyarakat dalam 
Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang Bersih (Studi Kasus Pemilihan 
Kepala Desa Kalipucang Tahun 2019)”. Skripsi. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Wahyu Jati Kusuma, S.H., M.H., M.M., 
Pembimbing II: Drs. Subiyanto, M.Pd. 
Kata Kunci: Kesadaran, politik, dan pemilihan kepala desa. 
Penyelenggaraan demokrasi tingkat desa atau yang sering disebut pilkades 
disambut baik oleh masyarakat. Proses yang dari awal melibatkan masyarakat, 
kandidat yang melanggar pasti mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Ironisnya 
masyarakatat umumnya dalam pesta demokrasi hanya sekadar ikut-ikutan disibukkan 
oleh aksi panggung mereka dalam proses pemilihan kepala desa, sedangkan hal-hal 
yang mendasar di Indonesia ini tidak kunjung mengalami perbaikan. Jadi perlu 
pembangunan kesadaran politik rakyat untuk perubahan yang lebih riil. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) kesadaran politik masyarakat dalam 
pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, 
2) pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang 
Kabupaten Brebes, dan 3) hambatan dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang 
bersih di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah calon kepala desa dan anggota-
anggota masyarakat dan tokoh masyarakat dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kesadaran politik masyarakat dalam 
pemilihan kepala desa di desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, 
menurut penulis masih rendah. Walaupun masyarakat secara umum mengatakan 
memilih sesuai dengan hati nuraninya, namun dalam prakteknya mereka dalam 
memilih kepala desa umumnya tidak memperhatikan atau mempertimbangkan visi dan 
misi, latar belakang pendidikan calon pemilih. ) Pelaksanaan pemilihan kepala desa di 
Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes berjalan dengan lancar dan 
aman. Warga masyarakat dapat menikmati proses pesta demokrasi yang selalu dinanti-
nantikan. 3) Hambatan dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, antara lain: adat istiadat yang 
melekat dalam tradisi yaitu banyak rejeki saat pilkades, kurangnya pendidikan 
masyarakat, dan politik uang yang dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun 
terang-terangan.  
Saran dari penulis diharapkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang 
terbaik dan tepat tidak terpengaruh dari pengaruh negatif, sehingga menghasilkan 
pemimpin terbaik yang mampu mengatasi masalah-masalah di daerahnya dan 




Lubis, Muhammad Benny Barnabah. 2020. “Political Awareness of the Community 
in Realizing Clean Village Head Elections (Case Study of the Election of 
Kalipucang Village Heads in 2019)”. Skripsi. Pancasila and Civic Education. 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Pancasakti Tegal. 
Advisor I: Wahyu Jati Kusuma, S.H., M.H., M.M., Advisor II: Drs. 
Subiyanto, M.Pd. 
Keywords: Awareness, politics, and village head election. 
The implementation of village-level democracy or often called pilkades is 
welcomed by the community. A process that from the outset involved the community, 
candidates who violate must get moral sanctions from the community. Ironically, the 
general public in a democratic party is just a bandwagon that is busy with their stage 
actions in the village head election process, while the basics in Indonesia have never 
been improved. So it is necessary to build people's political awareness for more real 
change. 
The purpose of this study was to find out: 1) public political awareness in the 
selection of village heads in Kalipucang Village, Jatibarang District, Brebes Regency, 
2) the implementation of village head elections in Kalipucang Village, Jatibarang 
District, Brebes Regency, and 3) obstacles in realizing clean village head elections in 
the Village Kalipucang, Jatibarang District, Brebes Regency. 
This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. The 
data source in this study is the candidate for the village head and community members 
and community leaders with data collection techniques using interviews, observation 
and documentation. Data analysis in this study uses qualitative data analysis. 
The results showed: 1) Political awareness of the community in the election of 
village heads in the village of Kalipucang, Jatibarang District, Brebes Regency, 
according to the author is still low. Although the general public said they chose in 
accordance with their conscience, in practice they chose village heads in general to not 
pay attention or consider the vision and mission, the educational background of 
prospective voters. 2) The election of the village head in Kalipucang Village, 
Jatibarang District, Brebes Regency went smoothly and safely. Citizens can enjoy the 
democratic party process that is always waiting for. 3) Obstacles in realizing clean 
village head elections in Kalipucang Village, Jatibarang District, Brebes Regency, 
among others: customs inherent in tradition, namely a lot of luck during the pilkades, 
lack of public education, and money politics carried out both clandestinely and 
frankly- blatant. 
Suggestions from the authors are expected by the public to choose the best and 
right leaders who are not affected by negative influences, so as to produce the best 
leaders who are able to overcome the problems in their area and advance their regions 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan politik dan demokrasi di daerah pedesaan sudah menunjukkan 
kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme 
masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala desa, 
mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat 
menyambut pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dengan berbagai bentuk sikap 
dan perilaku.  
Pemilihan kepala desa menjadi hal menarik dan perbincangan yang hangat dan 
menyenangkan di setiap sudut desa. Dimana ada sekumpulan orang kemudian 
membahas calon kepala desa, sering berkembang menjadi perbincangan yang rumit 
yang sering menggesek calon kepala desa. Semua seolah menjadi mata-mata untuk 
calon yang didukungnya dan membuat analisis sendiri untuk dibahas sesama 
simpatisan, dalam pertemuan para pendukung seorang calon. Berbagai trik dan taktik 
dilakukan untuk menjatuhkan lawan dan meningkatkan calon yang didukungnya 
(Koswara, 2001:33). 
Tahun 2018 adalah tahun politik. Suhu politik di dalam negeri akan meningkat 
seiring dengan hajatan pilkada serentak yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 
provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pilkada serentak ini akan menjadi ajang 
pemanasan menuju pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang akan digelar 
serentak pada 17 April 2019. Rakyat seharusnya mulai sadar menuntut haknya dan 
tidak terjebak kepentingan elite (Merdeka.com).  
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Dalam pilkades para calon kepala desa bekerja keras meraih simpati dan 
dukungan dari pemilih. Dari proses seleksi ini, semestinya melahirkan kepemimpinan 
pemerintahan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan birokrasi 
yang melayani publik. Farouk Abdullah Alwyni (Center for Islamic Studies in 
Finance, Economics, and Development, Merdeka.Com), mengatakan, demokrasi yang 
berjalan saat ini masih melahirkan elite-elite politik yang belum berdampak 
fundamental untuk pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. 
Pentingnya membangun kesadaran politik yang berdampak langsung bagi 
kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar isu politik elite untuk kepentingan politik 
elite sendiri. Suryabrata (2007:98) berpendapat bahwa ”kesadaran berperan fungsi 
jiwa dan sikap dalam berorientasi dengan dunianya.” Kesadaran politik yang perlu 
dibangun adalah terkait penumbuhan keberanian masyarakat untuk menuntut 
perbaikan layanan publik di berbagai aspek mulai dari birokrasi pemerintahan sampai 
dengan perbaikan layanan institusi penegakan hukum dan peradilan. 
Survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) terkait pemetaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan 
menjelang pemilu 2019 cukup mengejutkan. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI 
(P2P) Wawan Ichwanuddin mengatakan, hanya 41 persen masyarakat yang tertarik 
mengikuti berita politik atau pemerintahan. Dan 18 persen masyarakat sering 
berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum. Hanya 4 dari 10 orang 
tertartik untuk mengikuti berita politik atau pemerintahan dan kurang dari 20 persen 




Kalipucang merupakan desa yang cukup luas jika dibandingkan dengan desa di 
sekitarnya dan merupakan perbatasan antara Tegal dengan Brebes. Penduduk Desa 
Kalipucang mayoritas adalah muslim. Memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi dengan 
penduduk di sekitarnya. Penghasilan yang di dapat mayoritas petani dan pedagang dan 
sebagian yang lain adalah perantau. Dengan keragaman tersebut menunjukkan bahwa 
banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan baik oleh kepala desa. Pilkades jangan 
hanya sekedar menjadi aksi panggung para elite politik.  
Menurut Rush dan Althoff dalam Damsar (2013:180), keterlibatan dalam 
aktivitas politik pada suatu sistem politik merupakan batasan dari partisipasi politik. 
Lebih lanjut Damsar (2013:191) mengatakan bahwa dalam kenyataannya pada 
kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh 
perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa 
kesadaran masyarakat terhadap politik masih rendah. Kesadaran merupakan satu-
satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung tersedia bagi kita. Pikiran-
pikiran dapat mencapai kesadaran dari dua arah yang berbeda. 
Upayanya untuk memastikan pengelolaan anggaran desa yang bebas korupsi. 
Pelaksanaan Undang-Undang Desa memberikan wewenang yang besar bagi perangkat 
desa termasuk untuk mengelola anggaran. Oleh sebab itu perlu penyelenggaraan 
demokrasi yang bersih mulai dari tingkat bawah. Tujuan undang-undang tersebut tidak 
akan tercapai tanpa penyelenggaraan demokrasi yang bersih, tanpa politik uang dan 
kekerasan di tingkat desa. 
Tantangan pilkades tanpa politik uang diawali juga adanya laporan masyarakat 
tentang politik uang di tingkat desa. Selain itu pilkades yang masih mempraktikkan 
politik uang membatasi orang-orang potensial yang tak memiliki dana, karena banyak 
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kandidat kepala desa yang melaporkan praktek politik uang yang marak setiap 
pilkades. Calon pemimpin yang baik tapi tidak punya biaya sering terganjal. Selain 
itu, politik uang membuat pendidikan politik tidak jalan. 
Proses Pilkades tersebut diawali dengan pendaftaran kandidat yang 
dilaksanakan panitia Pilkades masing-masing. Dokumen-dokumen yang diserahkan 
dinilai sesuai dengan kelengkapannya. Kemudian, ketua panitia menyerahkan 
dokumen yang sudah lolos seleksi administratif ke tingkat kabupaten. Peserta yang 
lolos diwajibkan mengikuti tes tertulis, yang terdiri dari uji tata kelola pemerintahan, 
pengetahuan umum tentang isu-isu terkini, dan psikotes. Tes tersebut tidak sekedar 
formalitas semata. Setelah kandidat lolos tes tertulis, ketua panitia mengajak semua 
kandidat untuk menandatangani pakta integritas di kantor Kecamatan. Isi pakta 
tersebut mencakup dua hal utama, yaitu kesediaan untuk melaksanakan pilkades tanpa 
politik uang dan menjaga pelaksanaan pilkades yang aman tanpa kekerasan. 
Pelanggaran yang terjadi akan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat. 
Penyelenggaraan demokrasi tingkat desa tersebut ternyata disambut baik oleh 
warga Kalipucang. Dengan proses yang dari awal melibatkan masyarakat, kandidat 
yang melanggar pasti mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Adanya pemilihan 
kepala desa yang bersih diharapkan dapat memberikan dampak dari kepemimpinan 
Kades hasi Pilkades tanpa politik uang membawa pembangunan desa yang baik. 
Dengan demikian diperlukan kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan 
pemilihan kepala desa yang bersih.  
Kesadaran dapat diartikan kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan 
perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, kemampuan untuk 
mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri, kemampuan 
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untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi diri sendiri 
meskipun seseorang memiliki kelemahan, serta kemampuan mewujudkan potensi 
yang seseorang miliki dan merasa senang dengan potensi yang seseorang raih di 
tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (Yustinus Semium, 2006:60). 
Ironisnya rakyat sekadar ikut-ikutan disibukkan oleh aksi panggung mereka dalam 
proses pemilihan kepala desa, sedangkan hal-hal yang mendasar di Indonesia ini tidak 
kunjung mengalami perbaikan. Jadi perlu pembangunan kesadaran politik rakyat 
untuk perubahan yang lebih riil. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji bagaimana kesadaran politik masyarakat dalam proses 
pemilihan kepala desa. Dengan demikian penulis menetapkan judul penelitian: 
“Kesadaran Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang 
Bersih (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Kalipucang Tahun 2019).” 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-
masalah yang muncul dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Kenyataannya pada kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang 
menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik. 
Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap politik masih rendah. 
2. Pilkades masih banyak yang mempraktikkan politik uang membatasi orang-orang 
potensial yang tak memiliki dana, karena banyak kandidat kepala desa yang 
melaporkan praktek politik uang yang marak setiap pilkades. 
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3. Calon pemimpin yang baik tapi tidak punya biaya sering terganjal, sehingga 
politik uang membuat pendidikan politik tidak jalan. 
4. Masarakat Desa Kalipucang pada umumnya sekadar ikut-ikutan disibukkan oleh 
aksi panggung mereka dalam proses pemilihan kepala desa, sedangkan hal-hal 
yang mendasar dari proses demokrasi tidak kunjung mengalami perbaikan.  
C. Pembatasan Masalah  
Agar memberikan gambaran penelitian yang jelas, maka batasan masalah perlu 
supaya tidak terjadi permasalahan yang cukup luas dalam pembahsaan nantinya. 
Berdasarkan identifikasi di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian skripsi 
ini yaitu. 
1. Penelitian ini tentang kesadaran politik masyarakat, merupakan berbagai bentuk 
pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, 
ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Aspek kesadaran politik di 
sini, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). 
2. Penelitian ini tentang pemilihan kepala desa yang bersih, yaitu pelaksanaan 
pilkades tanpa politik uang dan menjaga pelaksanaan pilkades yang aman tanpa 
kekerasan, diharapkan menghasilkan kepemimpinan kepala desa yang membawa 
pembangunan desa yang baik. 
3. Obyek penelitian ini dibatasi pada masyarakat Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes.  
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 
masalah dipenelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes? 
3. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih di 
Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 
E. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di 
Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
3. Untuk mengetahui hambatan dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang 
bersih di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dan sekaligus 
dapat mencerdaskan para pembaca. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Berguna sebagai referensi atau sumber pengetahun dalam bidang politik 
khususnya kesadaran politik masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan 
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rujukan untuk penelitian selanjutnya yang bertema kesadaran politik masyarakat 
dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan konstribusi 
seberapa jauh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan 
kepala desa sehingga dapat dijadikan pedoman sosialisasi dalam menumpuhkan 
kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang 
bersih. 
b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memahami pentingnya kesadaran politik 
masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, sehingga dapat 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dengan tidak terhasut oleh 
politik uang untuk menghasilkan kepala desa yang sesuai dengan harapan 






A. Kajian Teori  
1. Kesadaran  
a. Pengertian Kesadaran  
Secara harfiah “kesadaran‟ berasal dari kata “sadar‟, yang berarti insyaf, 
merasa, tahu, mengerti. Kesadaran merupakan keinsafan, keadaan mengerti, hal yang 
dirasakan atau dialami oleh seseorang”. Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran 
adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya”. Kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang 
mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. 
Kesadaran merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara 
langsung tersedia bagi kita. Pikiran-pikiran dapat mencapai kesadaran dari dua arah 
yang berbeda. Pertama dari sistem sadar perseptual yang diarahkan kedunia luar dan 
bertindak sebagai medium persepsi terhadap stimulus-stimulus eksternal. Dengan 
kata lain, apa yang kita persepsikan melalui organ-organ pancaindra kita bila tidak 
terlalu mengancam akan memasuki kesadaran. Menurut Semiun (2006:59), sumber 
kedua dari elemen-elemen sadar berasal dari dalam struktur mental dan meliputi 
pikiran-pikiran yang tidak mengancam dari alam prasadar (kepra-sadaran), dan juga 
pikiran-pikiran yang mengancam tetapi tersamar dengan baik dari ketidaksadaran. 
Kesadaran dapat diartikan kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran 
dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, kemampuan 
untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri, 
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kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi diri 
sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan, serta kemampuan mewujudkan 
potensi yang seseorang miliki dan merasa senang dengan potensi yang seseorang raih 
di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (Semium, 2006:60). 
Surjono (2007:152) mengatakan bahwa “kesadaran adalah paham pikiran dan 
pengalaman seseorang individu beserta proses-proses yang terjadi dalam pikiran dan 
jiwa seseorang yang berhubungan dengan hal itu, proses-proses mana berhenti 
sewaktu tidur, pingsan atau koma.” Di lain pihak Suryabrata (2007:98) berpendapat 
bahwa kesadaran adalah “berperan fungsi jiwa dan sikap dan sikap dalam berorientasi 
dengan dunianya.”  
Jadi kesadaran merupakan kondisi dimana seorang individu memiliki kendali 
penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga 
mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh 
individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran dalam bentuk lain 
adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan 
dirinya. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan 
bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. 
b. Jenis Kesadaran  
Kesadaran sebagai bahan kajian psikologis telah serta-merta berkaitan dengan 
hal-hal lain. Maka dari sana juga lahir beberapa kajian lebih mendalam tentang ragam 
jenis kesadaran. Namun konsep nilai dan moral kini lebih banyak dikaitkan dengan 
kajian kesadaran. Macam-macam kesadaran yang berkalitan dengan kajian kesadaran 
dalam kehuidupan secara umum meliputi: 
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1) Kesadaran Nilai, masyarakat memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. 
Dalam pergaulan hidupnya maka terciptanya sistem nilai yang mencakup 
konsepsi-konsepsi atau patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan 
buruk. 
2) Kesadaran Moral, kesadaran moral merupakan faktor untuk meningkatkan 
tindakan manusia yang bermoral dan sesuai noma yang berlaku.  
Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, prilakunya akan 
selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya. Kesadaran moral ini juga sebagai 
sesuatu yang mengendalikan manusia dari dalam dirinya. Suryabrata (2007:98) 
menyebutkan jenis-jenis kesadaran sebagai berikut: 
1) Kesadaran diri, kesadaran seseorang bahwa ia sendiri berbeda dengan lain 
sekitarnya. 
2) Kesadaran etnis, kesadaran seseorang bahwa kebudayaan suku berbangsa 
berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain.  
3) Kesadaran hukum, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia mengenai 
hukum yang ada, dan pengertian bahwa suatu perilaku tertentu dilarang 
oleh hukum.  
4) Kesadaran kelas, kesadaran seseorang akan kedudukannya dalam susunan 
tinggi rendah di dalam masyarakat. (Suryabrata, 2007:98)  
 
Berdasarkan uraian di atas, secara umum kesadaran dibagi menjadi dua yaitu 
kesadaran nilai dan kesadaran moral. Kesadaran nilai berpatokan pada nilai-nilai baik 
dan buruk, sedangkan kesadaran moral didasarkan pada nilai yang benar-benar 
esensial fundamental sehingga perilakunya disesuaikan dengan aturan-aturan yang 
berlaku. Kemudian menurut jenisnya kesadaran terbagi menjadi empat, yaitu 
kesadaran diri, kesadaran etnis, kesadaran hukum, dan kesadaran kelas. Penelitian ini 
akan difokuskan pada kesadaran diri, yaitu kesadaran seseorang bahwa ia sendiri 




c. Sifat Kesadaran  
Kesadaran pada prinsipnya tidak hanya mengetahui maupun mengerti 
sesuatau berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi mengetahui 
dan mengerti sesuatu berdasarkan kebiasaan masyarakat. Hal tersebut merupakan 
hidup dalam pergaulan masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Sejalan dengan 
pandangan mazhab sosiological jurisprudence. Menurut Lili Rsjidi dan Ira Rasjidi 
yang dikutip oleh Andini Afrianti (2017:66), menyatakan bahwa “hukum yang baik 
adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hukum itu 
mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat”. Maka dengan demikian 
kesadaran dalam diri seseorng tidak lepas dalam nilai yang hidup dimasyarakat. 
Kesadaran merupakan apa yang kembangkan saat seseorang memperhatikan 
ekspresi pikiran, emosi dan perilakunya. Dalam proses sesi ini seseorang tidak 
mengatakan kepada siapa pun tentang apa yang harus dipercaya, bagaimana mereka 
harus berpikir, atau apa yang harus mereka lakukan. Pada dasarnya dengan berbagai 
latihan orang dalam meningkatkan kesadaran diri mereka. 
Bila seseorang menjadi lebih sadar, mulailah melihat aspek kepribadian dan 
perilakunya yang tidak disadari sebelumnya. Jika seseorang memiliki reaksi 
emosional dari kemarahan atau frustrasi, seseorang melihat banyak pemikiran dan 
pemicu kecil yang membangun emosi tersebut. Seseorang juga memperhatikan saat-
saat ketika ia dapat mengubah interpretasi di dalam pikirannya, atau tidak 
mempercayai apa yang dipikirkan. 
Dalam kesadaran ini, secara naluriah seseorang membuat pilihan yang lebih 
baik dalam proses berpikir lebih jauh sebelum reaksi emosional atau perilaku 
merusak. Membuat perubahan dalam perilaku seseorang jauh lebih mudah dilakukan 
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saat menangkapnya sejak awal dinamika, sebelum momentum pemikiran dan emosi 
mengumpulkan semangat. Perubahan dalam pikiran sesseorang dan perilaku menjadi 
langkah sederhana dan mudah saat seseorang mengembangkan kesadaran. 
2. Politik  
a. Pengertian Politik 
Setelah memasuki usia sekitar 17 tahun seseorang mulai mengikuti pesta 
demokrasi dalam bentuk pemilihan umum di mana disitu kita menyalurkan hak 
politiknya sebagai warga negara yang mempuyai hak suara dalam pemilihan. 
Menurut Ishomudin (2013:24) istilah politik merupakan serangkaian kegiatan dalam 
suatu sistem politik yang menyangkut proses untuk tujuan-tujuan dari sistem itu dan 
melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.  
Menurut Andrey Heywood dalam Budiardjo Miriam (2007:16) politik adalah 
kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan 
mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang 
berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Dengan kata lain, 
masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang 
disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. 
Bedjo Sukarno (2016:4) mendefinisikan bahwa politik ialah merupakan 
usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan 
kebaikan bersama. Dimana melaui kegitan politik tersebut diharapkan mencapai suatu 
tujuan yang menguntungkan bagi kepentingan bersama. Unsur paling penting dalam 
sistem politik ialah pembagian nila-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan 
keamanan bagi semua warga negara dan untuk semau masyarakat.  
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Pengertian politik menurut Paramitha (2017:1) adalah suatu jaringan interaksi 
antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan. Kegiatan 
politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan 
kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Ketika keseimbangan tercapai, maka 
kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan bersama. 
Dengan demikian politik erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan 
pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan berhasil. Jadi dari beberapa 
pendapat di atas dapat dikatakan bahwa definisi politik secara umum adalah usaha-
usaha yang ditempuh orang atau kelompok untuk mencapi tujuan tertentu. Politik 
dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan 
kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri.  
b.  Sistem Politik  
Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem 
kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu 
sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara. Sistem politik 
menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu 
sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk 
dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan.  
Easton dalam Sukarna (1981:16) mengajukan suatu definisi sistem politik 
yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya yaitu: 1) sistem politik menetapkan nilai 
(dengan cara kebijaksanaan), 2) penetapannya besifat paksaan atau dengan 
kewenangan, dan 3) penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat 
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secara keseluruhan. Dari pendapat tersebut, maka menurut Maksudi Iriawan Beddy 
(2016:20-21), sistem politik menunjukkan adanya unsur sebagai berikut: 
1) Pola yang tetap antara hubungan manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-
macam badan politik, 
2) Kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang 
materiil dan immateril untuk menjadi kesejahteraan atau membagikan dan 
mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat, 
3) Penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara 
legal, dan  
4) Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar. 
Adapun untuk memahami sistem politik, menurut Easton dalam Maksudi 
Iriawan Beddy (2016:21-22) ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, 
diantaranya yaitu: 
1) Unit-unit dan Batasan-batasan. Suatu sistem politik di dalam kerangka kerja suatu 
sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling 
bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik.  
2) Input-output. Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. 
Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan 
dukungan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan 
maupun dukungan masyarakat. Output terbagi menjadi dua, yaitu keputusan dan 
tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah.  
3) Diferensiasi dalam Sistem. Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi 
(pembedaan atau pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu 
lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah.  
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4) Integrasi dalam Sistem. Mekipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi 
(pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memerhatikan aspek 
integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk 
mencapai tujuan bersama. 
Berdasarkan uraian di atasdi atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 
politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling berhubungan, mulai dari input 
yang berupa tuntutan dan dukungan, proses, output sebagai hasil dari proses hingga 
feedback dari output untuk selanjutnya dapat berupa input kembali. Selain itu, hal 
yang juga harus diperhatikan adalah sistem politik dapat mempengaruhi lingkungan 
dan lingkungan juga dapat mempengaruhi sistem politik. Dalam lingkungan ini 
terdapat sejumlah tantangan serta tekanan, karena itu diharapkan suatu sistem politik 
dapat berhasil untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya. 
c. Proses Politik 
Teori proses politik (the Political Process Theory) lebih banyak 
memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa 
membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan 
masyarakat yang dominan (Sukmana Oman, 2016:179). Menurut Irianto Maladi Agus 
(2015:7) proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik 
(political process) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang 
berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk 
kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri. 
Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan memperoleh akses atau 
jalur politik demi mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, proses politik sarat 
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dengan kepentingan sehingga berimplikasi terhadap struktur masyarakat yang saling 
beroposisi. Harus disadari bahwa kesepakatan sosial dan kendali sosial tidak pernah 
lengkap, konflik antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan 
kelompok adalah sesuatu yang selalu menyatu dalam kehidupan manusia sehari-hari. 
Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam 
mengatur hubungan antara satu sama lain (Miriam Budiardjo, 2007:15). Dalam 
interaksi antara satu sama lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. 
Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri 
merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. 
Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, 
yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. 
Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan 
masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga 
kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih 
umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang 
dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif (Hijri S Yana, 2016:21). 
Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman (2016:179), 
studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-
kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan 
politik, serta peran dan latar belakang para politisi. Fokus dari teori Political Process 
Teory adalah lebih banyak kepada koneksi politik (political connection) dari pada 
kepada sumberdaya material (material resources).  
Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur 
politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik 
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seperti eksekutif dan legislatif. Bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap 
proses politik sehingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik. 
3.  Kesadaran Politik  
a. Pengertian Kesadaran Politik  
Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, 
tidak terlepas dengan adanya kesadaran politik dari masyarakat sebagai faktor 
terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai 
pada tingkat terendah yakni desa. Menurut Ruslan (2000:94) “Kesadaran politik 
merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk 
wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik”.  
Menurut Budiyanto (2006:185), “Kesadaran politik adalah suatu proses batin 
yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan 
kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau 
keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa 
dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang 
terbengkalai”.  
Menurut Surbakti (2007:144), “Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak 
dan kewajiban sebagai warga negara.” Budiardjo (2010:22) mengatakan bahwa 
tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh 
perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan”.  
Dari beberapa pengertian kesadaran politik di atas dapat disimpulkan bahwa 
kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan 
keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak 
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atau menyikapinya. Kesadaran politik berarti suatu kondisi psikologis yang tanggap 
terhadap segala hal ikhwal kenegaraan.  
b. Indikator Kesadaran Politik 
Kesadaran didasarkan pada pandangan hidup seseorang dengan kata lain 
sesuai dengan keyakinan setiap orang. Menurut Ruslan (2000:417) di dalam 
kesadaran politik mencakup unsur-unsur yang meliputi antaranya yaitu: 
1) Kesadaran individu yaitu tentang konsepsi secara benar dan menyeluruh yang 
dengannya seorang individu mampu menyikapi realita yang terjadi dengan segala 
aspek-aspeknya sesuai pandangan intelektual yang telah terbentuk pada dirinya.  
2) Kesadaran gerakan yaitu kesadaran untuk membentuk organisasi atau gerakan 
yang bekerja guna mewujudkan cita-cita bersama, tergabung dan terlibat di sana 
dengan berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan organisasi 
atau gerakan tersebut. 
3) Kesadaran akan problematika politik yang terjadi di masyarakatnya, meliputi 
kesadaran akan masalah, hukum Islam, kebebasan dan keterjajahan, kebebasan 
politik, masalah persatuan dan sebagainya. 
4) Kesadaran akan hakikat sikap politik yaitu kesadaran akan substansi sekitar sikap 
politik dimana individu menjadi sadar akan peristiwa atau masalah politik itu 
sendiri.  
Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan 
kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak 
mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-
kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan 
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kewajiban lainnya (Surbakti, 2007:144). Sedangkan menurut Wardhani (2008:8) 
bahwa tingkat kesadaran dapat dibagi menjadi empat yaitu pengetahuan, pemahaman, 
sikap, dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat 
apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level sikap, dan 
tinggi pada level pola perilaku/tindakan.  
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 
terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 
sebagainya) (Notoatmodjo, 2005:50). Pengetahuan politik merupakan adalah segala 
sesuatu tentang politik yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber 
informasi, ide yang diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal. 
Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009:50) mengatakan bahwa 
pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 
memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, 
memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi 
terkait dengan urusan kenegaraan. 
Pengertian mengenai sikap juga disampaikan oleh Sarlito dan Eko (2009:151), 
Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap 
suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia atau 
informasi. Sikap politik merupakan proses penilaian seorang terhadap suatu yang 
berhubungan dengan kenegaraan dapat berupa penilaian positif dan negatif. 
Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar (2010:3) sikap diartikan sebagai 
suatu reaksi atau respon yang muncul dari sseorang individu terhadap objek yang 




Menurut Syamsul Arifin perilaku berarti perbuatan atau tindakan dan 
perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang 
lain ataupun orang yang melakukannya (Bambang Syamsul Arifin, 2015:8). Perilaku 
sangat erat hubungannya dengan sikap, dengan demikian dapat dikatakan perilaku 
politik merupakan respon yang muncul dari seseorang terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan politik.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu pengetahuan dan pemahaman 
penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga 
negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai 
masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu 
meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. 
Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan 
sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu 
kehidupan bermasyarakat 
c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Politik 
Menurut Ruslan (2000:96) ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran 
politik yang melalui beberapa hal yaitu: 
1) Arahan politik secara langsung, melalui jalur formal maupun non formal, melalui 
penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran pendidikan 
politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin politik. 
2) Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik. 
3) Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran 
dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa. 
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4) Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis. 
5) Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, yaitu 
apprenticeship dan generalisasi. Maka seluruh metode ini akan mengantarkan 
seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik. 
Lebih lanjut Ruslan (2000:97-98) mengatakan bahwa kesadaran politik dapat 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang memengaruhi kesadaran politik yang 
terpenting di antaranya adalah:  
1) Jenis kultur politik di mana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, 
tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya. 
2) Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. 
3) Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat 
pendidikannya. 
4) Adanya pemimpin politik/sejumlah tokoh politik yang mampu memberikan 
arahan politik kepada masyarakat luas.  
Berdasarkan dua pendapat di atas, kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh 
berbagai aspek seperti arahan politik secara langsung, pengalaman, belajar, dialog-
dialog maupun apresiasi dari politik itu sendiri. Selain itu kesadaran juga dapat 
dipengaruhi oleh kultur politik, perubahan budaya, kecakapan khusus dan pemimpin 
yang dapat memberikan arahan yang baik.   
4. Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Desa  
a. Pengertian Desa dan Kepala Desa  
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti 
tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
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yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak 
asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di 
Daerah Kabupaten. 
Menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat 
istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural 
yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah 
lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:2), desa adalah suatu kesatuan 
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan 
sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah 
di luar kota yang merupakan kesatuan. 
Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui 
pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun dari 
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pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran 
dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem 
Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi 
dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 
(1). Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih 
langsung oleh penduduk desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. 
Dalam melaksanakan tugas, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) Kepala Desa berwenang: 
1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  
3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  
4) menetapkan Peraturan Desa;  
5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
6) membina kehidupan masyarakat Desa; 
7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar 
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 
9) mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
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10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
12) memanfaatkan teknologi tepat guna; 
13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 
15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
b. Pemilihan Kepala Desa  
1) Definisi Pemilihan Kepala Desa 
Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu 
pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan 
Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang 
dapat diduduki oleh warga biasa (http://mangihot.blogspot.com/2016/10/konsep-
pilkades.html). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala 
Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  
Pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa Pasal 31 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah. Pasal 32 menjelaskan bahwa 
Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan 
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa 
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jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan 
Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. 
2) Syarat Calon Kepala Desa 
Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur 
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Dalam 
pemilihan kepala desa, Pasal 33 menjelaskan bahwa calon kepala desa wajib 
memenuhi persyaratan: 
a)  warga negara Republik Indonesia; 
b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c) memegang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan Bhinneka Tunggal Ika; 
d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 
e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 
1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 
h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) 
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkansecara jujur 
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dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan 
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap;  
k) berbadan sehat;  
l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan  
m) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. 
Secara garis besar, syarat-syarat menjadi Kepala Desa yang dijelaskan dalam 
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang paling penting adalah pada 
masa jabatan untuk dapat dipilih kembali menjadi Kepala Desa. Undang-tersebut 
menjelaskan bahwasannya Kepala Desa dapat menjabat untuk tiga kali masa jabatan.  
3) Tahapan Pemilihan Kepala Desa 
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan 
suara, dan penetapan (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa). Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a) Tahap Pencalonan  
(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai 
calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa (Pasal 36 ayat (1)). 
(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan di tempat umum sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa (Pasal 36 ayat (2)). 
(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial 




b) Tahap Pemungutan Suara  
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa pada hari pemungutan suara 
pemilihan Kepala Desa  (Pasal 35) 
(2) Batas umur pemilih yaitu penduduk desa yang sudah berumur 17 (tujuh belas) 
tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih (Pasal 35) 
(3) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
(Pasal 34 ayat (2)) 
c) Tahap Penetapan  
(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan 
Bupati/Walikota (Pasal 38 ayat (1)).  
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji (Pasal 
38 ayat (1)). 
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi 
Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan 
Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia” (Pasal 38 ayat (1)). 
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Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan 
Kepala Desa. Panitia  pemilihan  bertugas  mengadakan  penjaringan  dan 
penyaringan  bakal  calon  berdasarkan  persyaratan yang  ditentukan,  melaksanakan  
pemungutan  suara, menetapkan  calon  Kepala  Desa  terpilih,  dan melaporkan 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 
bahwa Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh 
suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa 
terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa 
terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
penetapan calon Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala 
Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. 
Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala 
Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil 
pemilihan daripanitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan 
Bupati/Walikota. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, 
Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu tersebut. 
Pemilihan kepala desa secara serentak ini tidak luput dari berbagai kendala atau 
permasalah, antara lain: pendanaan, belum adanya Perda yang mengatur pilkades 
serentak, terjadinya kecurangan-kecurangan pada saat pelaksanaan pilkades 
(https://www.kompasiana.com). Oleh karena itu, perlunya kesadaran politik 
masyarakat untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut.  
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5. Tinjauan Tentang Masyarakat 
a. Pengertian Masyarakat 
Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa 
masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali 
kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-
kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djojodiguno (dalam 
Abu Ahmadi 2003:97), tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala 
perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia. 
Konsep Masyarakat menurut Edi Suharto (2006:11) adalah arena dimaa 
praktek pekerjaan sosial makro beroprasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat 
biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam 
arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan 
berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, 
kampung atau rukun tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi 
kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun 
tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini 
bisa disebut sebagai societas atau society. Misalnya, masyarakat ilmuwan, masyarakat 
bisnin, masyarakat global dan masyarakat dunia. 
Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian 
masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society berasal dari kata Latin 
socius, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata Arab syaraka 
berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling 
“bergaul”, atau istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009:116). 
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Masyarakat diartikan pergaulan hidup manusia/sehimpunan orang yang hidup 
bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Menurut Selo 
Soemardjan dalam Vina Dwi Laning dan Endar Wismulyani (2009:4), Masyarakat 
adalah sekumpulan orang yang menghasilkan kebudayaan sendiri. 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat 
merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa 
kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu 
keteraturan. Keseragaman masyarakat sering di jumpai pada masyarakat tradisional 
lebih patuh terhadap hukum adat daripada negara atau hukum nasional. Dalam 
masyarakat tradisional hukum yang ada bersifat represif. Hukum dengan sanksi 
represif memperoleh pernyataan hukumnya yang utama dalam kejahatan dan 
hukuman. Pelanggaran peraturan sosial berarti kejahatan dan menimbulkan hukuman. 
b. Tipologi Masyarakat  
1) Masyarakat Desa  
Masyarakat Desa adalah Masyarakat yang berada di luar kota atau di 
pedalaman. Di tangan seorang seniman, desa digambarkan sebagai daerah yang hijau, 
memiliki suasana tenang dan damai, berpenduduk ramah, rendah hati, dan murah 
hati. Segala kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Kehidupan penduduknya 
sederhana dan mencintai kerukunan. (Vina dan Endar, 2009:18)  
Menurut Talcott Parson dalam Vina dan Endar (2009:20), kehidupan 
masyarakat desa memiliki cirri-ciri yang khas. Ciri-ciri inilah yang membedakannya 
dengan masyarakat kota. Ciri-ciri masyarakat desa sebagai berikut:  
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a) Hubungan yang terjalin antar anggotanya dilandasi dengan perasaan, kasih 
sayang, cinta, tolong menolong, kesetian, dan kemesraan. Jika ada tetangga yang 
sedang bersedih yang lain segera membantu atau menghibur. 
b) Masyarakat desa memiliki tradisi dan kebiasaan yang dipegang kuat oleh 
anggotanya. Jika ada yang melanggar hukumannya pun berasal dari masyarakat 
desa itu sendiri. 
c)  Dalam pergaulannya segala sesuatu disampaikan secara kurang jelas, tidak 
terang-terangan, dan lebih banyak basa-basi. Maksud yang sebenarnya 
disembunyikan untuk menjaga kesopanan. Apabila ada seseorang yang langsung 
pada pokok permasalahan ia akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki 
sopan-santun. 
d) Masyarakat desa mengutamakan kebersamaan. Setiap kegiatan dilakukan secara 
bersama-sama. Mereka suka berkumpul bersama dan tidak suka menonjolkan diri. 
Mereka menganggap bahwa orang yang suka menonjolkan diri adalah orang yang 
sombong, angkuh, dan perlu dijauhi. Mereka tidak suka perbedaan pendapat. 
Intinya segala sesuatu harus memperlihatkan kebersamaan. 
e)  Masyarakat desa mementingkan segala sesuatu yang berasal dari warisan. Sesuatu 
yang berasal dari leluhur dianggap penting, sakral,dan suci. 
2) Masyarakat kota  
Masyarakat kota diibaratkan sebagai desa yang telah mengalami banyak 
perkembangan dan kemajuan. Masyarakat kota lebih kompleks dan beragam. 
Umumnya masyarakat kota berasal dari berbagai daerah. (Vina dan Endar, 2009:21) 
Ciri-ciri masyarakat kota sebagai berikut: 
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a) Masyarakat kota bersikap acuh terhadap permasalahan yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan dirinya. 
b) Masyarakat kota senang menonjolkan diri. Mereka tidak segan-segan menolak 
dan menentang sesuatu yang tida sesuai dengan keinginannya. 
c) Pemikiran masyarakat kota lebih luas dan bedasarkan akal sehat. Dalam 
menghadapi sesuatu masyarakat kota lebih mendahulukan rasio dari pada 
perasaan.  
d) Masyarakat kota lebih mementingkan prestasi daripada warisan atau  pemberian 
orang. Orang kaya di kota umumnya disebabkan oleh prestasi mereka yang 
bagus.prestasi atau karier menjadi nomer satu bagi masyarakat kota. Tidak heran 
jika seluruh waktu dan hidupnya dihabiskan untuk bekerja mengejar karier. (Vina 
Dwi Laning dan Endar Wismulyani, 2009:18-22) 
e)  Setiap mereka umumnya terbuka terhadap segala kritikan dan saran yang berasal 
dari luar. 
B. Penelitian Terdahulu  
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 
hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 
yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap hak anak. 
Hasil penelitian yang dilakukan Ayuni Nur Fatwa (2016) dalam eJournal Ilmu 
Pemerintahan, 2016, 4 (4): 1615-1626 ISSN0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 
yang berjudul ”Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat 
dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser 
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Utara”. Penelitian ini di laksanakan di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. 
Pengumpulan data yang di lakukan dengan penelitian Kepustakaan, Observasi 
(Pengamatan), Kuosioner (Angket), dan Penggunaan dokumentasi. Kousioner di 
sebarkan kepada 96 orang (responden) yang di ambil dengan teknik random sampling 
yaitu dengan mengambil secara acak 96 orang responden. Data-data yang 
dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan analisis kuantitatif. Hasil penelitian 
ini menunjukan korelasi antara Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi 
Politik sebesar 0,236 dan hasil tes menunjukkan signifikan.Ini berarti perubahan 
sebesar satu satuan dalam variabel kesadaran politik mengakibatkan perubahan 
sebesar 0,236 pada partisipasi politik. Dengan demikian maka hipotesis penelitian 
yang berbunyi “kesadaran politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
partisipasi politik” diterima.Besarnya pengaruh variabel kesadaran politik terhadap 
partisipasi politik adalah sebesar 13,1%, ini berarti ada faktor lain sebesar 86,9% 
yang mempengaruhi Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Merry (2018) dalam Madania, Jurnal 
Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 8, No 1 (2018). ”Pengaruh Kesadaran Dan Kepercayaan 
Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya Pada Pilkada 2015” 
Penelitian ini menganalisis pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi 
masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
explanatory research. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar 
pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap tingkat partisipasi politik 
masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Faktor kesadaran dan keprcayan politik 
mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada 
Pilkada Serentak Tahun 2015. Hasil peneitian menunjukan bahwa tingkat kesadaran 
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politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan masyarakat Kabupaten 
Dharmasraya cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Kendall Tau 
diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,462. Kesadaran politik dan kepercayaan 
terhadap sistem pemerintahan memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik 
masyarakat pada Pilkada Serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 
Yustinus Usfinit (2014) melakukan penelitian tentang “Perspektif Partisipasi 
Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang” dalam 
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014). 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan langkah-langkah 
pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat kota Malang terbagi atas 
pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi dalam 
pemungutan suara. Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat adalah faktor 
lamanya tinggal, lingkungan, jumlah TPS, dan rasa ingi tahu. Sedangkan perspektif 
partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah periode berikut adalah 
penambahan jumlah TPS serta jaraknya, kepastian kartu pemilih yang dimiliki oleh 
seluruh PDT, dan kesadaran politik 
Dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tentang kesadaran 
politik dan hak anak sudah pernah dilakukan. Namun penelitian ini berdeda dengan 
penelitian terdahulu, peneliti sendiri membuat skripsi dengan memfokuskan untuk 
mendeskripsikan kesadaran politik masyarakat mewujudkan pemilihan kepala desa 
yang bersih. Proses kajiannya adalah kesadaran politik masyarakat, pelaksanaan 
pemilihan kepala desa dan hambaran dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang 





A. Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 
dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 
metode ilmiah. (Moloeng, 2014:6)  
Menurut Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mengatakan bahwa 
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 
menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik 
(utuh). Adapun jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif 
kualitatif penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, 
diharapkan dapat diungkapakan situasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat 
dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih.  
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus 
disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang telah 
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disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi (Moleong, 2013:13).  
Menurut Burhan Bungin (2010:68), penelitian sosial menggunakan format deskriptif 
kualitatif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu 
positivisme), serta juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 
kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 
masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 
permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat,model, tanda atau gambaran tentang 











Gambar 3.1  Desain Penelitian (Moleong, 2014:137) 
 
B. Prosedur Penelitian 
Menurut Moleong (2013:13) untuk memasuki pekerjaan di lapangan, penulis 
perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Disamping itu, dia perlu 
1. Tahap Pra Lapangan 
a. Menyusun rancangan penelitian 
b. Memilih lapangan penelitian 
c. Mengurus Perizinan 
d. Menjajaki dan memilih lapangan 
e. Memilih dan memanfaatkan penelitian 
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
g. Persoalan Etika Penelitian 
2. Tahap Pekerjaan Lapangan 
a. Memahami latar dan persiapan diri 
b. Memasuki lapangan 
c. Berperan serta mengumpulkan data 
3. Tahap Analisis Data 
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mempersiapakan dirinya, baik secara fisik maupun secara mental di samping dia harus 
mengingat persoalan etika sebagai yang telah diuraikan di muka. 
Penelitian adalah suatu studi metodologis, sistematis dan terarah untuk suatu 
objek yang masih belum diketahui. Peneltian ini dikatakan pertambahan pengetahuan, 
dan dikatakan terapan jika diarahkan mendekati aplikasi praktis suatu pengetahuan 
yang belum dilakukan (Nurcholis, 2014:51).  
Berdasarkan dari uraian tersebut, latar penelitian yaitu suatu tempat penelitian 
atau objek penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan diteliti yaitu di 
Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang  Kabupaten Brebes mengenai kesadaran 
politik masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih. Peneliti 
mencari data penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Dalam Prosedur Penelitian ada beberapa tahap yaitu: 
1. Tahap Pra-lapangan 
Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini 
ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian 
lapangan. Kegiatan dan pertimbanagan tersebut diuraikan berikut ini: 
a. Menyusun lapangan penelitian 
b. Memilih lapangan penelitian 
c. Mengurus perizinan 
d. Menjajaki dan menilai lapangan 
e. Memilih dan memanfaatkan informan 
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
g. Persoalan etika penelitian (Moleong, 2013:127-134) 
 
Ditahap pra lapangan, peneliti memilih lapangan penelitian, mengurus 
perizinan, dan menyusun latar belakang masalah yaitu tentang kesadaran politik 
masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang  Kabupaten Brebes. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 
Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu: 
a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri yaitu: pembatasan latar dan 
peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, jumlah 
waktu studi. 
b. Memasuki lapangan meliputi: keakraban hubungan, mempelajari bahasa, 
peranan peneliti. 
c. Berperan serta sambil mengumpulkan data yang meliputi: pengarahan 
batas studi, mencatata data, petunjuk tentang cara mengingat data, 
kejenuhan, keletihan, dan beristirahat, meneliti suatu latar yang di 
dalamnya terdapat pertentangan, analisis di lapangan (Moleong, 2013:137-
147). 
 
Ditahap pekerjaan lapangan, peneliti mulai menyusun latar belakang penelitian, 
membuat batasan masalah dan mencari data-data yang dibutuhkan selama penelitian 
di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang  Kabupaten Brebes. 
3. Tahap Analisis Data 
 
Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2014:280) merupakan proses 
mengatur urutan data, pengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 
urutan dasar. Ia membedakanya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang 
segnifikan terhadap hasil analisis, menjelasakan pola uraian.  
Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, mengenai keabsahan data yang 
diperoleh dengan menggunakan triangulasi dan member chek. Tujuan member chek 
adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 
disepakati oleh para pemberi data. Peneliti mengecek kembali data-data yang telah 
diberikan oleh pemberi data sampai data bosan dan jenuh sehingga data jelas dan 






C.  Sumber Data  
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 
data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 
pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang 
merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan tertulis maupun 
lisan (Arikunto 2010:172).  
Menurut Arikunto (2010:22), data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 
kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 
subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 
berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
dokumen-dokumen garis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, 
film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. 
Penelitian ini ingin mengungkap deskripsi atau gambaran mengenai kesadaran 
politik masyarakat, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan hambatan dalam 
mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih di Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes. Maka data berasal dari hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi sehingga wujud data berupa kata-kata, sumber data tertulis dan foto-foto 
tindakan anggota-anggota masyarakat dan tokoh masyarakat. 
D.  Wujud Data  
Menurut Loflan dalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dengan hal ini maka jenis 
datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber tertulis dan foto. 
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1. Kata- kata dan Tindakan  
Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan 
sumber-sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau 
melalui perekam video/audio tapes, pengambilan foto atau film. (Lexy Moleong, 
2014:157). 
Pada penelitian ini yang menjadi sumber dari kata-kata atau tindakan adalah 
Responden dari, pasangan orang tua dan anak yang akan menambahkan informasi 
tentang obyek yang sedang diteliti antara lain masyarakat dan tokoh masyarakat di 
Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.  
2. Sumber Tertulis 
Sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk kategori ini. Buku 
disertai atau tesis, biasanya tersimpan diperpustakaan. Di perpustakaan terdapat buku 
riwayat hidup, buku terbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat 
menerbitkan penemuan-penemuan penelitian. Buku dan karya ilmiah sangat berharga 
bagi peneliti guna menjejaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat 
penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat 
merupakan sumber yang sangat berharga. (Lexy J. Moleong, 2014:159)  
Sumber tertulis yang diperlukan peneliti, buku literatur, skripsi penelitian 
terdahulu. Peneliti dalam memperoleh data juga menggunakan sumber tertulis berupa 
data-data terkait dengan pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes. 
3. Foto 
Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 
utuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada 
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dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang 
dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bogdan dan 
Biklen dalam Moleong, 2014:160). 
Dalam hal ini peneliti juga memanfaatkan foto tentang kondisi latar penelitian 
serta untuk bahan acuan dalam mendapatkan data, seperti foto pada saat melakukan 
observasi dan foto masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
 
E. Identifikasi Data  
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diidentifikasikan sesuai dengan 
kebutuhan penelitian dan dalam konteks penelitian ini maka penulis mengidentifikasi 
berupa kesadaran politik yang meliputi: pengetahuan politik, pemahaman politik, 
sikap dan perilaku politik. Identifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:241) dalam teknik pengumpulan 
data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 
ada.  
Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan 
wawancara dari berbagai sumber dan menghubungkannya dengan hasil temuan 
observasi di lapangan dan dokumen-dokumen yang ditemukan. Dengan triangulasi 
akan diperoleh data-data yang lebih valid. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang 
paling independen terhadap semua metode pengumpulan data adalah metode 
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wawancara, observasi, dokumen, serta metode-metode baru seperti metode bahan 
visual dan metode penelusuran bahan internet (Burhan Bungin, 2007:110) 
1.  Wawancara 
Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada 
responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu (Moleong, 2014:186). Wawancara juga dapat digunakan untuk menilai 
hasil belajar dan proses belajar.  
Menurut Moleong (2014:190-191) dua macam jenis wawancara, yaitu 
wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur ,yaitu : 
a. Wawancara terstruktur, adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan 
sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan.  
b. Wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 
lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 
berupa gari-garis besar permasalahan yang ditanyakan 
Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstuktur 
untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari 10 masyarakat, 1 
tokoh masyarakat dan 1 tokoh politik di desa Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang 
Kabupaten Brebes. Alat instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah daftar wawancara yang terstruktur (structured interview 
schedule) dengan pedoman wawancara (interview guide) yang disusun sebelumnya 
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dengan pemilihan responden dilakukan secara poorpossive sampling, yaitu 
pengambilan sample yang ditentukan oleh penulis sendiri sesuai dengan masalah yang 
diteliti. 
2.  Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 
lainnya seperti telinga, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan 
seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata 
seta dibantu dengan panca indra lainnya. (Burhan Bungin, 2013:118) 
Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 
pemungutuan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 
indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 
pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 2010:199-200).  
Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara 
langsung terhadap objek penelitian, pengumpulkan data dan informasi mengenai 
keadaan di lokasi penelitian (Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten 
Brebes) yang berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat dalam mewujudkan 
pemilihan kepala desa yang bersih. Observasi ini dapat dilakukan untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya, dengan menggunakan pedoman observasi yang disiapkan 
agar proses observasi lebih terarah dan sistematis. 
3.  Dokumentasi  
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan 
dalam metodelogi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode 
  
43 
yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian 
sejarah,maka bahan  dokumentasi memegang peranan yang penting. (Burhan 
Bungin, 2007:124) 
Penelitian ini, metode dokumentasi yang diperlukan berupa foto pada saat 
melakukan penelitian, data tertulis yang berhubungan kesadaran politik masyarakat, 
pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan arsip-arsip lainnya di desa Desa Kalipucang 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang digunakan untuk mencari dan 
mengumpulkan data secara tertulis berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal ini 
dilakukan untuk mempertajam metodologi dan mempertajam kajian teoritis. 
G.  Analisis Data 
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 
lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 
sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.Namun demikian 
fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti 
masuk dan selama dilapangan. (Sugiyono, 2013:245) 
Analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman Mengemukakan 
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 
drawing/verification. (Sugiyono , 2013:246). 
1. Data Reduction (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari 
tema dan polanya. (Sugiyono, 2013:247) 
2. Data Display (Penyajian Data). Untuk menyajikan data dalam bentuk 




3. Conclusion Drawing/Verification. Langkah ke tiga dalam analisis data 
kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. (Sugiyono, 2013:252)  
 
Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian 
keabsahan hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan sebenarnya 
karena beberapa hal: 
1. Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian 
kualitatif  
2. Alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi (apapun 
bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara 
terbuka dan apalagi tanpa control (dalam observasi partisispasi) 
3. Sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil 
akurasi penelitian. (Burhan Bungin, 2007:261) 
 
Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data Triangulasi, Member 
Check, dan Analisis data kasus negative.  
1. Triangulasi menurut Moloeng adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2014:330) 
2. Member Check menurut Sugiyono adalah proses pengecekan data diperoleh oleh 
peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 
pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin 
kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai 
penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan 
diskusi dengan pemberi data,maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan 
pemberi data,dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah 
temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi 
data. (Sugiyono 2013:276) 
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3. Analisis kualitatif negatif menurut Burhan Bungin adalah dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan dan kecenderungan 
informasi yang telah dikumpulkan dan di gunakan sebagai bahan pembanding. 
(Burhan Bungin, 2007:266) 
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke 
dalam suatu pula, kategori, dan satuan uraian dasar. Dari definisi tersebut dapat 
disintesiskan menjadi, Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di 
temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh 
data. (Lexy J. Moleong, 2014:280) 
Dari rumusan tersebut di atas dapatlah kita menarik garis, bahwa analisis data 
bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali 
dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa 
laporan, biografi, artikel dan sebagainya. (Lexy J. Moleong, 2014:280-281 ) 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 
lapangan, selama dan selesai di lapangan. “Analisis telah mulai sejak merumuskan 
dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 
penulisan hasil penelitian, namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih 
difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data 
(Sugiyono, 2013:245) 
 
H. Teknik Penyajian Hasil Analisis 
Menurut Sugiyono (2013:341) penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat 
  
46 
bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam menyajikan data 
data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 
Menurut Moleong (2013:279), narasi didefenisikan sebagai dongeng, cerita, 
tayangan fakta, yang diceritakan pada orang pertama. Ada berbagai macam narasi, ada 
narasi lisan sampai narasi sejarah. Metafora adalah aplikasi nama atau deskripsi frasa 
atau istilah pada sesuatu objek atau tindakan yang tidak diaplikasikan secara 
sebenarnya. 
Teknik penyajian data dalam penelitian ini merupakan cara bagaimana seorang 
peneliti dapat menyajikan data dengan baik agar dapat dengan mudah dibaca orang 
lain dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Data yang disajikan diperoleh dari 
pengamatan, hasil wawancara, berupa deskripsi naratif meliputi: informasi-informasi 
yang diperoleh dari responden, foto , rekaman atau video. 
Penyajian hasil penelitian ini dilakukan dengan metode informal. Metode 
informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa dan paparan wujud tindakan, 
perkataan dan dokumentasi yang mendeskripsikan kesadaran politik masyarakat 
dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih di Desa Kalipucang 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes berdasarkan perumusan masalahnya. 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Deskripsi Desa Kalipucang  
Kalipucang adalah desa di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. 
Kalipucang berada di perbatasan antara Brebes - Tegal, masuk di wilayah Kecamatan 
Jatibarang Brebes. Desa Kalipucang berbatasan langsung dengan pedukuhan 
Bayalangu Pedeslohor Kabupaten Tegal. Kalipucang memiliki pasar yang cukup 
terkenal namanya Pasar Pegeg, pasar tradisional yang murah meriah.  
Aksesnya Desa Kalipucang mudah untuk dijangkau dari arah Brebes 
Jatibarang pertigaan pasar terlangu ke arah timur, atau dari arah Tegal, Kawedanan 
Adiwerna Singkil ke arah barat hingga perbatasan, jalan raya lengkong Adiwerna. 
Sepanjang jalan raya tersebut kanan kiri banyak pengembang perumahan yang mulai 
berinvestasi, karena strategis berada di tengah-tengah antara Kota Tegal, Slawi, 
Jatibarang, dan Brebes. Kalipucang berada di titik tengah. Kalipucang adalah desa 
yang cukup luas jika dibandingkan dengan desa di sekitarnya yaitu ± 1.200 hektare. 
Penduduknya berjumlah ± 2,554 juta jiwa dan mayoritas adalah muslim. Memiliki 
jiwa sosialisasi yang tinggi dengan penduduk di sekitarnya. Penghasilan yang di dapat 
mayoritas petani dan pedagang. Dan sebagian yang lain adalah perantau.   
Terkait dengan tema pada penelitian ini, mencermati surat Nomor Sekretariat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor 141/3965 tanggal 22 November 2019, 
Desa Kalipucang akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pelaksanaan Pilkades 
Serentak Gelombang II (kedua) Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada hari 
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Minggu, 15 Desember 2019. Adapun jadwal kegiatan pemilihan kepala desa serentak 
gelombang II tahun 2019 di Kabupaten Brebes, sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelompok II Tahun 2019 
Di Kabupaten Brebes 
 
No. Tanggal  Kegiatan  
(1) (2) (3) 
I. Persiapan  
1. 23-27 Sept 2019 Rapat Penetapan Peraturan Desa tentang Pilkades 
2. 28-30 Sept 2019 Rapat BPD untuk pembentukan Panitia Pilkades 
3. 1-4 Okt 2019 Rapat Panitia Pilkades 
4. 5-13 Okt 2019 Pengumuman akan diadakannya Pilkades 
5. 5-14 Okt 2019 Pengajuan proposal & persetujuan biaya Pilkades 
6. 6 Okt - 8 Nov 2019 Persetujuan biaya Pilkades 
7. 11-20 Okt 2019 Persiapan Pendaftaran Pemilih  
8. 21 Okt - 9 Nov 2019 Pendaftaran Pemilih 
9. 10-12 Nov 2019 Penyusunan DPS 
10. 13 Nov 2019 Pengesahan DPS 
11. 14-16 Nov 2019 Pengumuman DPS 
12. 17-19 Nov 2019 Usulan perbaikan DPS tentang penulisan nama, dll. 
13. 20-22 Nov 2019 Pencatatan Daftar Pamilih Tambahan (DPTb) 
14. 23-25 Nov 2019 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan  
15. 26-30 Nov 2019 Penyusunan DPT 
16. 1 Des 2019 Pengesahan DPT dan Penetapan DPT 
17. 2-4 Des 2019 Pengumuman DPT 
II. Pencalonan  
18. 7-15 Okt 2019 Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa 
19. 7-26 Okt 2019 Penelitian berkas persyaratan bakal calon dan 
klarifikasi pada instansi yang berwenang.  
20. 27-31 Okt 2019 Perbaikan dan penyelesaian kelengkapan persyaratan 
bakal Calon Kepala Desa. 
21. 1-20 Nov 2019 Perpanjangan waktu pendaftaran, jika calon kurang 
dari 2 (dua) orang, sekaligus penelitian berkas 
persyaratan bakal calon dan klarifikasi pada instansi 
yang berwenang dan perbaikan dan penyelesaian 
kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa.  
22. 21 Nov 2019 Pengumuman bakal Calon Kepala Desa.  
23. 22 Nov 2019 Pengajuan keberatan, saran dan pendapat dari 
masyarakat atas bakal Calon Kepala Desa lewat 
Panitia Pilkades. 
24. 23 Nov 2019 Pembahasan keberatan, saran dan pendapat dari 
masyarakat atas bakal Calon Kepala Desa. 
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(1) (2) (3) 
25. 24-30 Nov 2019 Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa, jika ada calon 
yang berhalangan tetap sehingga jumlah calon kurang 
dari 2 (dua) orang, sekaligus penelitian berkas Calon 
Kepala Desa.  
26. 27-30 Nov 2019 Seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa (test 
tertulis, jika calon lebih dari 5 orang). 
27. 1 Des 2019 Penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi calon 
Kepala Desa dan undian nomor urut Calon Kepala 
Desa.  
28. 2 Des 2019 Pengumuman Calon Kepala Desa. 
29. 3 Des 2019 Pengiriman berita acara penetapan Calon Kepala Desa 
kepada Bupati lewat Camat.  
30. 4 Des 2019 Verifikasi berkas Calon Kepala Desa.  
31. 2-14 Des 2019 Rapat persiapan pelaksanaan Pilkades. 
32. 12-13 Des 2019 Kampanye Calon Kepala Desa 
33. 14 Des 2019 Masa Tenang 
III. Pemungutan Suara  
34. 15 Des 2019 Pelaksanaan pemungutan suara 
35. 16-18 Des 2019 Jangka waktu pengajuan sengketa Pilkades.  
Tahapan Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara 
dan penetapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala 
Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala 
Desa Serentak. Mengingat terbatasnya waktu penelitian ini, peneliti dalam hal ini akan 
melakukan penelitian dari tahap persiapan sampai dengan tahap pemungutan suara. 
Adapun Calon Kepala Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes 
berdasarkan nomor urut, sebagai berikut: 
Tabel 4.2 








(1) (2) (3) (4) (4) 
1. Maskhuro Brebes, 2 Agt 1960 S1 RT. 01 / RW. 01 
2. Zainal Arifin  Brebes, 8 Okt 1977 SLTA RT. 11 / RW. 03 
3. Nur Rohman Brebes, 25 Mei 1975 SLTA RT. 02 / RW. 01 
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2. Deskripsi Data Responden  
Penelitian ini dilakukan di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten 
Brebes dengan mengambi 10 responden, terdiri dari 3 orang Calon Kepala Desa dan 7 
orang masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih. Pengambilan responden tersebut 
agar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkap kesadaran 
politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2019. Adapun daftar nama responden penelitian, 
sebagai berikut: 





Nama  Golongan  Umur L/P Alamat 
1. N-1 Maskhuro Calon Kades 59 L RT. 01 / RW. 01  
2. N-2 Zainal Arifin Calon Kades 42 L RT. 11 / RW. 03  
3. N-3 Nur Rohman Calon Kades 44 L RT. 02 / RW. 01  
4. R-1 Sumirah Masyarakat 46 P RT. 14 / RW. 04  
5. R-2 Yudhi Masyarakat 46 L RT. 14 / RW. 04  
6. R-3 Nuripah Masyarakat 47 P RT. 14 / RW. 04  
7. R-4 Maryati Masyarakat 48 P RT. 13 / RW. 03  
8. R-5 Dalim  Masyarakat 51 L RT. 13 / RW. 03  
9. R-6 Saeni Masyarakat 64 L RT. 14 / RW. 04  
10. R-7 Maf Uli Yanti Masyarakat 22 P RT. 08 / RW. 02  
 
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa responden terdiri dari 10 responden, 3 
dari calon kepala desa dan 7 responden pemilih, umur responden berkisar antara 42 
dan 60 yang sudah pernah bahkan sering mengikuti pemilihan kepala desa, hanya 1 
responden yang merupakan pemilih yang baru mengikuti 2 kali pemilihan kepala desa 
dan dilihat dari jenis kelamin juga terlihat jumlah responden laki-laki lebih banyak 
yaitu 6 responden laki-laki dan 4 responden perempuan.  
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Setelah peneliti mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka 
dalam hal ini peneliti akan mengemukakan hasil penelitian yang didapatkan yaitu 
mengenai “kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2019”. Penulis akan 
menyajikan secara bertahap hasil penelitian ini, adapun prosedur pelaksanaan 
penelitian sebagai berikut: 
a. Tahap Pra Lapangan 
1) Sebelum melakukan penelitian secara resmi, peneliti melakukan penyusunan 
rancangan penelitian yang berhubungan dengan kesadaran politik masyarakat, 
pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan faktor penghambat dalam mewujudkan 
pemilihan kepala desa yang bersih di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang 
Kabupaten Brebes Tahun 2019. 
2) Tempat/lokasi yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti adalah Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
3) Setelah peneliti melakukan tempat atau lapangan penelitian, kemudian dilakukan 
proses perizinan yaitu melalui lembaga Universitas Pancasakti Tegal dengan, 
kemudian lanjut mengurus perizinan ke Kepala Desa Kalipucang. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan September sampai bulan Desember. 
4) Setelah perizinan sudah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti kemudian 
menjajaki atau melakukan observasi lapangan agar proses pengumpulan data yang 
dilakukan di Desa Kalipucang dapat dilakukan secara efektif dan efesien. 
5) Kemudian setelah itu peneliti menentukan responden yang dalam hal ini adalah 3 
orang narasumber dari calon kepala desa dan 7 orang pemilih. 
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6) Sebelum pengambilan data, peneliti melakukan persiapan perlengkapan sebelum 
penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan agar pada proses pelaksanaan penelitian, 
data yang diharapkan dapat diperoleh secara konkrit. 
7) Kemudian peneliti melakukan penyesuain diri dengan situasi lapangan, hal ini agar 
peneliti tetap fokus pada objek penelitian dan tidak terpengaruh dengan situasi. 
 
b. Tahap Pekerjaan Lapangan 
1) Untuk memasuki lapangan penelitian, peneliti perlu mempersiapkan diri baik dari 
segi fisik maupun mental. 
2) Keakraban pergaulan dengan subjek penelitian perlu dipelihara lama bahkan 
sampai tahap pengumpulan data, jangan sampai subjek merasa dirugikan dalam 
hubungan keakraban dalam proses wawancara, pengambilan dokumentasi dan 
pelaksanaan observasi di lapangan. 
3) Kemudian peneliti memperhitungkan batasan waktu, tenaga dan biaya agar proses 
pengambilan data dapat dilakukan secara optimal. 
 
3. Hasil Wawancara  
a. Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa  
Kesadaran politik masyarakat didasarkan pada pandangan hidup seseorang, 
dengan kata lain sesuai dengan keyakinan setiap orang. Penelitian ini merujuk pada 
pendapat Ruslan (2000:417) bahwa di dalam kesadaran politik mencakup unsur-unsur 
yang meliputi kesadaran individu, kesadaran gerakan, kesadaran akan problematika, 
dan kesadaran akan hakikat politik. Berikut hasil penelitian tentang kesadaran politik 
masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kalipucang.  
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Hasil wawancara dengan calon kepala desa dan warga masyarakat sebagai 
pemilih, terkait dengan indikator pertama, yaitu kesadaran individu masyarakat 
tentang politik dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, point 1) 
memilih kepala desa sesuai dengan hati nurani secara benar, N1 menjawab bahwa 
menurut beliau masyarakat memilih dengan hati nurani, tanpa paksaan dan bebas 
sesuai keinginannya. Hal ini juga didukung dari jawaban N2, dan sebagian besar 
responden R2, R3, R4, R5, dan R7 yang menyatakan bahwa mereka memilih calon 
kepala desa sesuai dengan hati nuraninya. Kawaban N3 berbeda yang mengatakan 
bahwa tidak 100% masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani, namun ada juga 
masyarakat yang memilih dengan melihat dari dana, intinya melihat dari segi 
keuangan. Jawaban N3 di dukung dengan jawaban dari responden R1 dan R6 yang 
menjawab bahwa mereka memilih pasangan calon dengan melihat uang yang diterima 
dari calon kepala desa. Point 2) tentang kesadaran individu memilih kepala desa perlu 
melihat visi dan misinya, N1 dan N2 mengatakan sangat perlu, beliau menambahkan 
bahwa visi-misi ibarat apa yang akan dikerjakan kepala desa yang akan datang, jadi 
sebelum memilih harus tahu visi misinya, pendapat tersebut didukung oleh 
masyarakat yaitu responden R4 dan R7, namun sebagian besar masyarakat yaitu R1, 
R2, R3, R5, dan R6 menyatakan bahwa dalam memilih kepala desa cukup dengan 
kelakuan baik, sederhana sudah cukup, jadi tidak perlu melihat visi misinya. Hal 
tersebut didukung oleh pernyataan N3 yang menyatakan bahwa dari pengalaman yang 
terlihat visi misi hanya tulisan yang jarang dibaca oleh masyarakat umum. Point 3) 
terkait kesadaran masyarakat dalam memilih kepala desa perlu melihat pendidikan 
calon kepala desa, dijawab hampir semua responden tidak perlu yaitu R1, R2, R3, R5, 
R6 dan R7 dan calon kepala desa N2 dan N3 yang menyatakan bahwa yang terpenting 
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yaitu orangnya benar, ahlak dan jiwa kepemimpinannya serta jujur, bahkan ada yang 
menyatakan yang penting uangnya banyak. Hanya N1 dan R4 yang menjawab bahwa 
penting melihat pendidikan calon kepala desa dalam memilih, karena pemimpin yang 
memiliki pengetahuan dan pendidikan yang jelas agar dapat menata masa depan desa 
tersebut.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik individu mewujudkan 
pemilihan kepala desa yang bersih masih rendah, hal ini terlihat dari sebagian besar 
dari mereka dalam memilih kepala desa tanpa melihat visi dan misi calon kepala desa, 
mereka jura umumnya tidak melihat pendidikan terakhir pilihannya. Pada umumnya 
mereka hanya melihat pemberian dari calon kepala desa secara nyata seperti uang atau 
sembako, terlihat baik. Namun mereka juga dalam memilih kepala desa tetap masih 
mempertimbangkan pilihan hati nuraninya.  
Indikator kedua, yaitu kesadaran gerakan masyarakat terkait politik dalam 
mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, point 1) mengikuti kampanye untuk 
memenangkan pasangan calon kepala desa yang dipilih, untuk point 1) bekaitan 
dengan partisipasi masyarakat mengikuti kampanye untuk memenangkan calon kepala 
desa pilihannya. Sebagian besar responden menyatakan tidak mengikuti yaitu R1, R2, 
R3, R4, dan R5 mereka lebih memilih tidak mengikuti kampanye, tapi mereka 
menyatakan bersedia mengikuti kampanye kalau ada uangnya atau terpaksa mengikuti 
karena mendapatkan kaos atau sumbangan-sumbangan seperti sembako. Hanya 
responden R6 dan R7 yang secara tegas mengikuti kampanya untuk melihat program-
program calon kepala desa. Hal tersebut dibenarkan oleh semua calon kepala desa N1, 
N2, dan N3 yang mengatakan bahwa warga yang mengikuti kampanya mayoritas 
hanya pendukungnya saja yang solid, pendukung lain jarang melihat kampanye calon 
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kepala desa lainnya sebagai perbandingan program-program desanya. Point 2) terkait 
pembentukan perkumpulan atau wadah pendukung salah satu calon dikatakan semua 
calon kepala desa N1, N2 dan N3 bahwa pembentukan perkumpulan atau team sukses 
sangat perlu guna mencari dukungan suara dari masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh 
semua responden yang mengatakan perlu untuk mencari suara warga, kebanyakan dari 
warga yang mengikuti perkumpulan hanya mengharapkan imbalan dari calon kepala 
desa yang mengadakan perkumpulan. Point 3) tentang partisipasi atau memberikan 
dukungan dalam perkumpulan pendukung calon kepala desa pada umumnya 
menyatakan tidak yaitu R1, R2, R3, R4, dan R5, mereka hanya ikut-ikutan kumpul 
untuk memperoleh sesuatu dari calon kepala desa, namun pada kenyataannya mereka 
tidak ikut mencari dukungan suara pada warga lainnya yang tidak mengikuti 
perkumpulan, hanya R6 dan R7 yang ikut berpartisipasi untuk memperoleh suara dari 
masyarakat. Sementara jawaban dari calon kepala desa umumnya tidak mengetahui 
partisipasi masyarakat dalam memenangkannya, hanya team-team sukses yang solid  
untuk mencari suara atau dukungan dari masyarakat.  
Hasil wawancara terkait dengan kesadaran politik akan gerakan dalam 
mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih dapat disimpulkan juga masih kurang, 
pada umumnya masyarakat hanya tidak suka mengikuti kampanya, mereka bersedia 
mengikuti kampanye jika ada imbalannya, namun ada beberapa saja yang tergerak 
atas kemauan sendiri mengikuti kampanye. Begitu juga dengan perkumpulan atau 
wadah pendukung untuk memenangkan calon kepala desa, mereka umumnya bersedia 
mengikuti perkumpulan hanya mengharapkan pemberian dari calon kepala desa tanpa 




Indikator ketiga, yaitu kesadaran politik akan problematika dalam masyarakat 
terkait politik dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, untuk point 1) 
terkait permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Hampir semua responden menjawab 
banyak permasalahan yang ada di desa, seperti banjir saat musim hujan, jalanan rusak, 
tempat pembuang sampah, saluran air, dan penataan ruang di pasar yang terkadang 
membuat macet. Hal ini juga dibenarkan oleh semua calon kepala desa. Point 2) 
memilih kepala desa yang memiliki ide tentang permasalahan yang ada di desa, 
sebagian besar responden R1, R2, R3, R4, dan R7 menyatakan Ya, mereka akan 
mendukung calon kepala desa yang mau memikirkan permasalahan yang ada di desa. 
Hanya responden R5 dan R6 yang tidak mengutamakan pada kriteria tersebut, mereka 
lebih memilih kepala desa yang memberikan sesuatu lebih banyak dari calon yang 
lainnya. Point 3) terkait dengan problematika yang menimbulkan perpecahan dalam 
masyarakat, hal ini dijawab oleh semua responden yang menyatakan bahwa pemilihan 
kepala desa menjadikan perpecahan dalam masyarakat seperti penyebaran berita hoax, 
sindir menyindir, tidak saling sapa, dan lain sebagainya. Hanya responden R4 yang 
menyatakan bahwa ajang pemilihan kepala desa tidak menimbulkan perpecahan, 
ditambahkan oleh dia bahwa dia tidak mempermasalakan perbedaan saat pemilihan.  
Sedangkan menurut calon kepala desa N1, N2, dan N3 rata-rata menjawat tergantung 
dari masyarakat itu sendiri, namun pada umumnya timbul perpecahan untuk beberapa 
waktu baik sebelum sampai sesudah pemilihan kepala desa.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan problematika yang terjadi dalam 
masayarakt umumnya sudah baik, mereka sebagian besar mengetahui permasalahan-
permasalahan yang terjadi di desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi 
masyarakat juga bersedia mendukung atau memilih calon kepala desa yang akan 
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menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun dalam hal akibat dari proses 
pemilihan kepala desa masyarakat umumnya belum menyadari bahwa pemilihan 
kepala desa itu sebuah pesta demokrasi bukan menciptakan blok-blok atau 
perselisihan-perselisihan dalam pergaulan di masyarakat, karena pada umumnya 
mereka yang beda pilihan mengalami renggang hubungannya dalam pergaulan di 
masyarakat.  
Indikator keempat, yaitu kesadaran akan hakikat politik masyarakat terkait 
politik dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, untuk point 1) 
pemilihan kepala desa dianggap penting oleh sebagian responden yaitu R1, R2, R3, 
R4, R5, dan R7, hanya respoden R6 yang menganggap pemilihan kepala desa tidak 
penting. Point 2) terkait dengan sikap dan perbuatan calon kepala desa dalam 
berkampanye menurut semua calon kepala desa N1, N2 dan N3 semuanya menjawab 
selalu menjaga sikap dan perbuatan untuk mencari masa, hal ini dibenarkan oleh 
semua responden kecuali R5 yang menyatakan bahwa terkadang calon kepala desa 
tidak dapat menjaga sikapnya dengan menjelek-jelekan calon kepala desa yang lain. 
Point 3) terkait dengan dukungannya kepada kepala desa terpilih walaupun tidak 
sesuai dengan pilihannya, R1, R2, R3, dan R7 bersedia mendukung kepala desa 
terpilih, namun beberapa responden R4, R5 dan R6 menyatakan tidak akan 
mendukung calon kepala desa terpilih jika bukan pilihannya, mereka mengatakan akan 
selalu mengkritik semua kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan hakikat politik dari masyarakat 
secara umum sudah baik, mereka menganggap penting proses pemilihan kepala desa 
untuk kemajuan desanya. Calon kepala desa juga sudah dapat menjaga sikap dan 
perbuatan saat kampanye menurut warga masyarakat, walaupun ada beberapa yang 
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menyatakan bahwa kurang menjaga sikap dengan menjelek-jelekan pihak lawan. 
Kesadaran akan hakikat politik juga ditunjukan sebagaian besar responden bahwa 
masyarakat bersedia mendukung kepala desa terpilih meskipun tidak sesuai dengan 
pilihannya.  
Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tentang kesadaran politik 
masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih baik dengan calon 
kepala desa maupun warga masyarakat, menurut penulis masih rendah. Walaupun 
masyarakat pada umumnya bersedia memilih sesuai dengan hati nuraninya namun 
mereka dalam memilih kepala desa umumnya tidak memperhatikan atau 
mempertimbangkan visi dan misi calon kepala desa. Masyarakat juga tidak 
memperdulikan latar belakang pendidikan calon pemilih. Dalam hal berkampanye, 
pada umumnya masyarakat juga masih banyak yang mengharapkan pemberian sesuatu 
dari calon kepala desa, mereka tidak suka rela ikut berkampanye dan berpartisipasi 
mencari dukungan untuk pilihannya. Rendahnya kesaradan politik masyarakat juga 
terlihat dari timbulnya perpecahan dalam pergaulan di masyarakat akibat adanya 
pemilihan kepala desa.  
 
b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kalipucang 
Pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi tahapan-tahapan, adapun tahapan 
Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan 
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan 
Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. 
Mengingat terbatasnya waktu penelitian ini, peneliti dalam hal ini akan melakukan 
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penelitian sampai dengan tahap pemungutan suara. Hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa, indikator pertama yaitu dalam hal 
persiapan pemilihan kepala desa, Point 1) terkait dengan pendafdataran pemilih dalam 
pemilihan kepala desa sesuai dengan prosedur, semua calon kepala desa N1, N2, N3 
dan sebagian besar responden R1, R2, R3, R4, dan R6 menyatakan bahwa pendaftaran 
pemilihan calon kepala desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan R5 
dan R7 mengatakan bahwa terdapat kecurangan dalam pendataan pemilih seperti 
orang yang sudah pindah tetap didaftar sebagai pemilih. Point 2) terkait dengan 
pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS), semua calon kepala desa N1, N2, N3 
dan semua responden R1, R2, R3, R4, R5, R6, dan R7 mengatakan bahwa daftar 
pemilih sementara diumumkan dan ditempelkan di tempat-tempat strategis agar semua 
warga masyarakat bisa melihatnya. Point 3) terkait dengan ada tidaknya pendaftaran 
susulan atau tambahan bagi yang terlambat atau belum terdaftar. Semua calon kepala 
desa N1, N2 dan N3 menyatakan bahwa ada pendaftaran susulan atau perbaikan data 
pemilih sementara sebelum ditetapkan dalam data pemilih tetap, hal ini dibenarkan 
oleh R2 dan R7 yang menyatakan bahwa benar ada pendaftaran susulan bagi warga 
yang belum terdaftar. Namun responden lainnya umumnya mengatakan tidak ada atau 
tidak tahu.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemungutan suara pemilih kepala 
desa selalu dinanti-nanti oleh warga masyarakat di desa sehingga hampir semua warga 
masyarakat antusias dalam pendaftaran pemilih, dan mengetahui prosedur warga 
masyarakat yang sudah berhak memilih. Masyarakat juga mengikuti pendataan 
pendaftaran pemilih dengan mengecek data dirinya saat pengumuman data pemilih 
yang ditempelkan di tempat-tempat strategis. Namun sebagian warga masyarakat tidak 
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mengetahui ada pendataan susulan atau tata cara mendaftarkan diri apabila tidak 
tercatat pada data pemilih sementara. 
Indikator kedua, yaitu pencalonan, untuk point 1) calon kepala desa memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan, R2 dan R7 membenarkan bahwa calon kepala desa sudah 
memenuhi persyaratan yang ada, hal ini juga dibenarkan calon kepala desa N1, N2, 
dan N3 yang menyebutkan bahwa semua persyaratan sudah ada dalam administrasi 
bakal calon kepala desa, namun sebagian besar responden R1, R3, R4, R5, dan R6 
menjawab tidak tahu. Point 2) pengumuman calon kepala desa, dikatakan semua 
responden R1, R2, R3, R4, R5, R6, dan R7, mereka membenarkan bahwa nama-nama 
calon kepala desa diumumkan dan fotonya pun tesebar disetiap sudut desa sesuai 
dengan urutannya masing-masing. Point 3) terkait dengan calon kepala desa 
melakukan kampanye dengan benar. Hal ini dijawab oleh semua calon kepala desa 
bahwa mereka telah melakukan kampanye dengan benar sesuai aturan, hanya R4 dan 
R7 yang menyatakan bahwa ada kalanya calon kepala desa saling menjelek-jelekkan 
calon kepala desa lainnya, dan hampir semua calon kepala desa melakukan politik 
uang dalam kampanyenya.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahap pencalonan dan masa kampanye, 
hampir semua masyarakat mengikuti dan mengetahui para calon kepala desa baik 
nama maupun nomor urutannya. Warga masyarakat juga kebanyakan mengetahui latar 
belakang para calon kepala desa dari segi keluarga dan keuangan, warga tidak melihat 
calon kepala desa dari latar belakang pendidikan atau keahliannya. Warga masyarakat 
juga selalu mengharapkan sesuatu dari kepala desa saat kampanye.  
Indikator ketiga, yaitu pemungutan suara, untuk point 1) pemilihan kepala 
desa dilaksanakan secara langsung oleh penduduk desa pada hari pemungutan suara, 
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menurut semua responden R1, R2, R3, R4 R5, R6, dan R7 serta N1, N2, dan N3 
pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung pada hari pemungutan suara 
tanpa ada hambatan dan halangan ataupun pemungutan ulang. Point 2) tentang batas 
umur pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga 
dijawab oleh semua calon kepala desa dan responden bahwa semua warga sudah 
mengetahui batas umur dan persyaratan menjadi pemilih, jadi semuanya sudah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Point 3) terkait pemilihan umum sudah bersifat 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hal ini juga semua responden baik dari 
kalangan warga masyarakat maupun calon kepala desa mengatakan bahwa proses 
pemungutan suara sudah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, 
walaupun ada sebagian masyarakat yang merasa ditekan dalam pemungutan suara 
dengan adanya pemberian-pemberian sesuatu oleh calon kepala desa, namun hal 
tersebut merupakan rahasia umum dan tanpa diceritakan semuanya sudah tahu.   
Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum tahap pemungutan suara berjalan 
dengan baik dan lancar, semua warga masyarakat desa melakukan pemungutan suara 
di hari yang sama. Pemungutan suara juga secara prosedur sudah sesuai dengan aturan 
yang berlaku yaitu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun 
dibalik semua itu tidak sedikit kabar-kabar burung dari bahwa ada warga masyarakat 
yang mendapat penekanan dalam pemungutan suara atas dasar pemberian uang atau 
bingkisan dari calon kepala desa.  
Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tentang pelaksanaan pemilihan 
kepala desa baik dengan calon kepala desa maupun warga masyarakat, dapat 
disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar 
dan warga masyarakat dapat menikmati proses pesta demokrasi yang selalu dinanti-
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nantikan. Namun dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bisa lepas 
dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa maupun para 
pendukungnya. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat 
dalam memilih kepala desa, mereka lebih memandang kepada calon kepala desa yang 
kaya dan berpengaruh di desa, dan tidak didasarkan pada kemampuan yang dimiliki 
oleh calon kepala desa yang dipilih.  
 
c. Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang Bersih 
Salah satu peran pemilih dalam demokrasi di Indonesia yaitu dengan 
menentukan pemimpin secara langsung, umum, bebas dan rahasia melalui sebuah 
pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat 
dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai 
integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum. Sehingga 
dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung 
terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit 
demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. 
Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat desa kebanyakan masih 
mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, rata-rata mereka mempunyai 
tingkat pendidian SD dan SMP, sehingga dalam proses pemilihan kepala desa, warga 
masyarakat hanya menilai dari baik buruknya calon kepala desa dalam pergaulan di 
masyarakat, banyak sedikitnya imbalan yang diberikan oleh calon kepala desa yang 
dipilih, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersih belum sepenuhnya 
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dapat tercapai. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa  
yang bersih menurut hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut. 
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan kepala desa  yang bersih, Point 1) menurut N1, ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersih, 
seperti: lingkungan sosial dan budaya, kesadaran pemilih dan pendidikan masyarakat 
yang masih rendah. Pendapat N2 yang menyatakan bahwa hambatan pemilihan kepala 
desa yang bersih masih seputar politik uang, sedangkan menurut masyarakat hampir 
umum adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Point 2) Apakah 
terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Hampir semua 
responden menyatakan ada dan calon kepala desa menyatakan kecurangan itu relatif 
ada, tergantung pandangan masyarakat itu kecurangan atau bukan. Point 3) contoh 
kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Menurut calon kepala desa, 
tidak ada tergantung penilaian masyarakat, sedangkan menurut masyarakat sendiri 
terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan calon kepala desa dalam 
mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih, seperti yang dikatakan R1, R3, R4 
mengatakan bahwa pemberian uang, pemberian paket sembako atau bantuan-bantuan 
kemanusiaan yang mengatasnamakan calon kepala desa, berbeda dengan R2, R6 yang 
menambahkan kecurangan yang dapat mempengaruhi pemungutan suara yaitu, 
kampanye secara sembunyi-sembunyi saat hari tentang dan serangan fajar. Sedangkan 
dua responden yaitu R5 dan R7 mengatakan tidak tahu.  
Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat dalam 
mewujudkan pemiliha kepala desa yang bersih yaitu: adat dan istiadat desa setempat, 
kurangnya pendidikan masyarakat, dan politik uang. Dalam hal ini politik uang 
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bermacam-macam bentuk, seperti: pemberian paket sembako, sumbangan-sumbangan 
musibah atau sosial atas nama calon kepala desa, bahkan ada yang melakukan 
serangan fajar yaitu pemberian uang saat pagi-pagi buta dihari pemilihan kepala desa. 
Adanya hambatan-hambatan tersebut pada umumnya pemilihan kepala desa tidak 
dijadikan oleh warga masyarakat dalam mencari calon pemimpin yang mempunyai 
kemampuan untuk memajukan desanya, tetapi pemilihan kepala desa umumnya 
dijadikan oleh warga sebagai ajang pesta demokrasi untuk mendapatkan uang dari 
para calon kepala desa. Sehingga adanya praktek-praktek tersebut pada umumnya 
kepala desa yang terpilih yaitu orang-orang yang mempunyai banyak dana walaupun 
tidak melihat dari kemampuan dalam memimpin sebuah desa.  
 
4. Hasil Observasi  
Peneliti melakukan observasi, untuk mengetahui kesadaran politik masyarakat 
dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih. Observasi dilakukan baik 
sebelum, saat wawancara maupun setelah wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh data penunjang untuk melengkapi hasil wawancara. Berikut hasil 
observasi yang dilakukan peneliti.  
a.   Hari Sabtu, 30 November 2019 
Dari observasi dilakukan pertama kali yaitu terkait dengan rencana pemilihan 
kepala desa, penulis melakukan observasi pada panitia pemilihan kepala desa 
Kalipucang, dari observasi tersebut didapatkan hasil berupa tata tertib pemilihan 
kepala desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2019, jadwal 
kegiatan pemiluhan kepala desa serentak gelombang II tahun 2019-2020 di Kabupaten 
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Brebes, dan data penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa Kalipucang, serta 
berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa.  
b.   Hari Minggu, 1 Desember 2019 
Observasi yang kedua dilakukan penulis saat undian nomor urut calon kepala 
desa. Hasil observasi tersebut didapatkan data-data berupa: berita acara unidian nomor 
urut calon kepala desa, penetapan daftar calon kepala desa, dan data pemilih tetap 
(DPR), dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara pemilihan 
kepala desa.  
c.   Hari Minggu, 12 dan 13 Desember 2019 
Observasi selanjutnya penulis dilakukan saat kampanye, dari pengamatan 
penulis diperoleh gambaran antusias warga masyarakat dalam mengikuti kampanye, 
dan perkumpulan-perkumpulan pendukung calon kepala desa yang diadakan oleh 
masing-masing team suksesnya yang didokumentasikan penulis melalui foto. Penulis 
juga memperoleh contoh undang pemilihan berupa surat pemberitahuan waktu dan 
tempat pemungutan suara.  
d.   Hari Minggu, 15 Desember 2019 
Observasi selanjutnya penulis dilakukan saat pemungutan suara, dalam 
observasi tersebut penulis melakukan observasi di beberapa TPS pemungutan suara, 
dalam proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman tanpa adanya keributan. 
Hasil observasi tersebut diperoleh data-data berupa: hasil pemungutan suara dari 
masing-masing TPS, hasil perhitungan suara total pemilihan kepala desa, rekapitulasi 
hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa di tempat pemungutan suara, berita 
  
66 
acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa Kalipucang 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dan laporan hasil pilkades Desa Kalipucang.   
 
5. Hasil Dokumentasi  
Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen surat-surat 
yang berasal dari Panitia Pemilihan Pilkades Desa Kalipucang, penulis juga 
mengambil meminta foto-foto dokumentasi terkait dengan kesadaran politik 
masyarakat dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun hasil dokumentasi 
yang berhasil didapatkan, antara lain sebagai berikut: 
a.   Hari Minggu, 1 Desember 2019 
Dokumentasi pertama yang dilakukan penulis yaitu saat proses pengundian 
nomor urut calon kepala desa, hasil yang diperoleh berupa foto pengundian nomor 
urut dan antusias warga masyarakat dalam menyaksikan pengundian nomor urut calon 
kepala desa. Dalam dokumentasi ini juga penulis memperoleh berkas-berkas yang 
dapat menunjang hasil penelitian yang didapatkan dari calon kepala desa maupun dari 
panitia pemilihan kepala desa. Penulis juga melakukan dokumentasi saat melakukan 
wawancara dengan beberapa warga masyarakat dan calon kepala desa. 
b.   Hari Sabtu, 12 dan 13 Desember 2019 
Proses dokumentasi dilakukan saat kampanye. Data dokumentasi diperoleh 
berupa tentang berkas-berkas yang penulis peroleh dari panitia pemilihan kepala desa 
yang telah disebutkan dalam observasi di atas, penulis juga melakukan dokumentasi 
dalam bentuk foto, berupa foto pemasangan spanduk atau bander calon kepala desa, 
foto warga masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan pendukung salah satu calon, 
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foto pengumpulan KTP pendukung salah satu calon, foto warga masyarakat mengikuti 
kampanye.  
c.   Hari Minggu, 15 Desember 2018 
Dokumentas pada yang ketiga dilakukan saat proses pemungutan suara, dalam 
dokumentasi ini diperoleh berupa berkas-berkas terkait dengan hasil pemungutan dan 
penghitungan suara pemilihan kepala desa dan foto-foto terkait proses pemungutan 
suara dan penghitungan hasil suara dalam bentuk foto dan video yang direkam oleh 
penulis. Seperti warga yang sedang mengantri dalam pemungutan suara, warga sedang 
mencoblos, dan warga sedang menyaksikan proses penghitungan suara.  
 
B. Pembahasan  
1. Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2019 
Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai 
warga negara atau juga merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan 
dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik dapat berupa dukungan positif dari 
seluruh warga masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa. Keikutsertaan warga 
negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya 
kesadaran politik dari masyarakat sebagai faktor terpenting dalam menentukan 
pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni 
desa. 
Indikator kesadaran didasarkan pada pandangan hidup seseorang dengan kata 
lain sesuai dengan keyakinan setiap orang. Menurut Ruslan (2000:417) di dalam 
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kesadaran politik mencakup unsur-unsur yang meliputi antaranya yaitu: kesadaran 
individu, kesadaran gerakan, kesadaran akan problematika politik yang terjadi di 
masyarakatnya, dan kesadaran akan hakikat sikap politik. 
Indikator pertama, kesadaran politik individu mewujudkan pemilihan kepala 
desa yang bersih masih rendah, hal ini terlihat dari sebagian besar dari mereka dalam 
memilih kepala desa tanpa melihat visi dan misi calon kepala desa, mereka jura 
umumnya tidak melihat pendidikan terakhir pilihannya. Pada umumnya mereka hanya 
melihat pemberian dari calon kepala desa secara nyata seperti uang atau sembako, 
terlihat baik. Namun mereka juga dalam memilih kepala desa tetap masih 
mempertimbangkan pilihan hati nuraninya. 
Indikator kedua, kesadaran politik akan gerakan dalam mewujudkan pemilihan 
kepala desa yang bersih dapat disimpulkan juga masih kurang, pada umumnya 
masyarakat hanya tidak suka mengikuti kampanya, mereka bersedia mengikuti 
kampanye jika ada imbalannya, namun ada beberapa saja yang tergerak atas kemauan 
sendiri mengikuti kampanye. Begitu juga dengan perkumpulan atau wadah pendukung 
untuk memenangkan calon kepala desa, mereka umumnya bersedia mengikuti 
perkumpulan hanya mengharapkan pemberian dari calon kepala desa tanpa ikut 
berpartisipasi mencari dukungan lebih banyak pada masyarakat. 
Indikator ketiga, kesadaran akan problematika yang terjadi dalam masayarakt 
umumnya sudah baik, mereka sebagian besar mengetahui permasalahan-permasalahan 
yang terjadi di desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi masyarakat juga 
bersedia mendukung atau memilih calon kepala desa yang akan menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi. Namun dalam hal akibat dari proses pemilihan kepala desa 
masyarakat umumnya belum menyadari bahwa pemilihan kepala desa itu sebuah pesta 
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demokrasi bukan menciptakan blok-blok atau perselisihan-perselisihan dalam 
pergaulan di masyarakat, karena pada umumnya mereka yang beda pilihan mengalami 
renggang hubungannya dalam pergaulan di masyarakat. 
Indikator keempat, kesadaran akan hakikat politik dari masyarakat secara 
umum sudah baik, mereka menganggap penting proses pemilihan kepala desa untuk 
kemajuan desanya. Calon kepala desa juga sudah dapat menjaga sikap dan perbuatan 
saat kampanye menurut warga masyarakat, walaupun ada beberapa yang menyatakan 
bahwa kurang menjaga sikap dengan menjelek-jelekan pihak lawan. Kesadaran akan 
hakikat politik juga ditunjukan sebagaian besar responden bahwa masyarakat bersedia 
mendukung kepala desa terpilih meskipun tidak sesuai dengan pilihannya. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulan bahwa kesadaran politik 
masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih baik dengan calon 
kepala desa maupun warga masyarakat, menurut penulis masih rendah. Walaupun 
masyarakat pada umumnya bersedia memilih sesuai dengan hati nuraninya namun 
mereka dalam memilih kepala desa umumnya tidak memperhatikan atau 
mempertimbangkan visi dan misi calon kepala desa. Masyarakat juga tidak 
memperdulikan latar belakang pendidikan calon pemilih. Dalam hal berkampanye, 
pada umumnya masyarakat juga masih banyak yang mengharapkan pemberian sesuatu 
dari calon kepala desa, mereka tidak suka rela ikut berkampanye dan berpartisipasi 
mencari dukungan untuk pilihannya. Rendahnya kesaradan politik masyarakat juga 
terlihat dari timbulnya perpecahan dalam pergaulan di masyarakat akibat adanya 




2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kalipucang Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2019 
Pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi tahapan-tahapan, adapun tahapan 
Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan 
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan 
Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. 
Mengingat terbatasnya waktu penelitian ini, peneliti dalam hal ini akan melakukan 
penelitian sampai dengan tahap pemungutan suara.  
Tahap persiapan, proses pemungutan suara pemilih kepala desa selalu dinanti-
nanti oleh warga masyarakat di desa sehingga hampir semua warga masyarakat 
antusias dalam pendaftaran pemilih, dan mengetahui prosedur warga masyarakat yang 
sudah berhak memilih. Masyarakat juga mengikuti pendataan pendaftaran pemilih 
dengan mengecek data dirinya saat pengumuman data pemilih yang ditempelkan di 
tempat-tempat strategis. Namun sebagian warga masyarakat tidak mengetahui ada 
pendataan susulan atau tata cara mendaftarkan diri apabila tidak tercatat pada data 
pemilih sementara. 
Tahap pencalonan dan masa kampanye, hampir semua masyarakat mengikuti 
dan mengetahui para calon kepala desa baik nama maupun nomor urutannya. Warga 
masyarakat juga kebanyakan mengetahui latar belakang para calon kepala desa dari 
segi keluarga dan keuangan, warga tidak melihat calon kepala desa dari latar belakang 
pendidikan atau keahliannya. Warga masyarakat juga selalu mengharapkan sesuatu 
dari kepala desa saat kampanye. 
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Secara umum tahap pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar, semua 
warga masyarakat desa melakukan pemungutan suara di hari yang sama. Pemungutan 
suara juga secara prosedur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu bersifat 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun dibalik semua itu tidak sedikit 
kabar-kabar burung dari bahwa ada warga masyarakat yang mendapat penekanan 
dalam pemungutan suara atas dasar pemberian uang atau bingkisan dari calon kepala 
desa. 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan pemilihan kepala 
desa dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan 
dengan lancar dan warga masyarakat dapat menikmati proses pesta demokrasi yang 
selalu dinanti-nantikan. Namun dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak 
bisa lepas dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa maupun 
para pendukungnya. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran yang dimiliki 
masyarakat dalam memilih kepala desa, mereka lebih memandang kepada calon 
kepala desa yang kaya dan berpengaruh di desa, dan tidak didasarkan pada 
kemampuan yang dimiliki oleh calon kepala desa yang dipilih. 
 
3. Hambatan dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang Bersih di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2019 
Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat desa kebanyakan masih 
mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, rata-rata mereka mempunyai 
tingkat pendidian SD dan SMP, sehingga dalam proses pemilihan kepala desa, warga 
masyarakat hanya menilai dari baik buruknya calon kepala desa dalam pergaulan di 
masyarakat, banyak sedikitnya imbalan yang diberikan oleh calon kepala desa yang 
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dipilih, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersih belum sepenuhnya 
dapat tercapai.  
Berdasarkan hasil penelitian wawancara terkait dengan faktor penghambat 
dalam mewujudkan pemiliha kepala desa yang bersih yaitu: adat dan istiadat desa 
setempat, kurangnya pendidikan masyarakat, dan politik uang. Dalam hal ini politik 
uang bermacam-macam bentuk, seperti: pemberian paket sembako, sumbangan-
sumbangan musibah atau sosial atas nama calon kepala desa, bahkan ada yang 
melakukan serangan fajar yaitu pemberian uang saat pagi-pagi buta dihari pemilihan 
kepala desa. Adanya hambatan-hambatan tersebut pada umumnya pemilihan kepala 
desa tidak dijadikan oleh warga masyarakat dalam mencari calon pemimpin yang 
mempunyai kemampuan untuk memajukan desanya, tetapi pemilihan kepala desa 
umumnya dijadikan oleh warga sebagai ajang pesta demokrasi untuk mendapatkan 
uang dari para calon kepala desa. Sehingga adanya praktek-praktek tersebut pada 
umumnya kepala desa yang terpilih yaitu orang-orang yang mempunyai banyak dana 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dan menganalisanya,  dengan 
demikian dapat disimpulkan: 
1. Kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Kalipucang 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, menurut penulis masih rendah. 
Walaupun masyarakat secara umum mengatakan memilih sesuai dengan hati 
nuraninya, namun dalam prakteknya mereka dalam memilih kepala desa umumnya 
tidak memperhatikan atau mempertimbangkan visi dan misi, latar belakang 
pendidikan calon pemilih. Dalam hal berkampanye, umumnya masih banyak yang 
mengharapkan pemberian sesuatu dari calon kepala desa. Rendahnya kesaradan 
politik masyarakat juga terlihat dari timbulnya perpecahan dalam pergaulan di 
masyarakat akibat adanya pemilihan kepala desa. 
2. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kalipucang Kecamatan Jatibarang 
Kabupaten Brebes berjalan dengan lancar dan aman. Warga masyarakat dapat 
menikmati proses pesta demokrasi yang selalu dinanti-nantikan. Namun dalam 
proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bisa lepas dari kecurangan-
kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa maupun para pendukungnya. 
Hal tersebut karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memilih 
kepala desa, mereka lebih memandang kepada calon kepala desa yang kaya dan 
berpengaruh di desa, dan tidak didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh 
calon kepala desa yang dipilih. 
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3. Hambatan dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih di Desa 
Kalipucang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, antara lain: adat istiadat 
yang melekat dalam tradisi yaitu banyak rejeki saat pilkades, kurangnya 
pendidikan masyarakat, dan politik uang yang dilakukan baik secara sembunyi-
sembunyi maupun terang-terangan. Sehingga adanya praktek-praktek tersebut 
pada umumnya kepala desa yang terpilih yaitu orang-orang yang mempunyai 
banyak dana karena masyarakat jarang memilih kepala desa dari sisi kemampuan 
dalam memimpin sebuah desa.  
 
B. Saran  
1. Bagi Guru PKn, diharapkan dapat mengitegrasikan hasil penelitian dengan 
pendidikan politik terkait dengan kesadaran politik masyarakat dan proses 
pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan materi pelajaran yang ada. 
Dengan demikian guru PKn dapat lebih meningkatkan kesadaran politik peserta 
didik sebagai pemilih untuk memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan 
kriteria dan mampu memajukan daerah yang dipimpinnya. 
2. Bagi Masyarakat, dapat menanamkan kesadaran politiknya dalam memilih 
pemimpin yang terbaik dan tepat tidak terpengaruh terhadap pengaruh-pengaruh 
negatif, sehingga dalam pemilihan kepala desa menghasilkan pemimpin-pemimpin 
terbaik yang mampu mengatasi masalah-masalah di daerahnya dan memajukan 
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PANDUAN WAWANCARA  
 
 
Nama Responden  :  
Hari/Tanggal Wawancara :  
Tempat  :  
 
No Variabel  Indikator  Item Wawancara Jawaban  
1.  Kesaaradan 
Individu 
1. Apakah dalam memilih kepala desa Saudara 
memilih sesuai dengan hati nurani secara 
benar? 
2. Menurut Saudara dalam memilih kepala 
desa perlu melihat visi misi? 
3. Apakah dalam memilih kepala desa, perlu 
melihat pendidikan calon kepala desa? 
 
2.  Kesadaran 
Gerakan 
1. Apakah Saudara mengikuti kampanye untuk 
memenangkan pasangan calon kepala desa 
yang dipilih? 
2. Menurut Saudara perlukah membentuk 
kumpulan atau wadah pendukung salah satu 
calon kepala desa? 
3. Apakah Saudara ikut berpartisipasi atau 
memberikan dukungan dalam perkumpulan 
pendukung paslon yang diikuti? 
 
3.  Kesadaran 
Akan 
Problematika  
1. Menurut Saudara, permasalahan apa saja 
yang terjadi di masyarakat? 
2. Apakah Saudara memilih kepala desa yang 
memiliki ide tentang permasalahan di desa? 
3. Apakah proses pemilihan kepala desa sering 










1. Menurut Saudara, pentingkah masyarakat 
ikut serta dalam pemilihan kepala desa? 
2. Menurut Saudara, apakah calon kepala desa 
dalam berkampanye selalu menjaga sikap 
dan perbuatan? 
3. Apakah Saudara akan mendukung kepala 
desa terpilih walaupun tidak sesuai dengan 





1.  Tahap 
Pencalonan  
1.  Menurut Saudara apakah bakal calon kepala 
desa telah memenuhi persyaratan yang ada? 
2.  Apakah calon kepala desa diumumkan di 
tempat umum agar masyarakat mengetahui 
semua calon yang ada? 
3.  Apakah calon kepala desa melakukan 
kampanye dengan benar? 
 
2.  Tahap 
Pemungutan 
Suara  
1.  Apakah pemilihan kepala desa dilaksanakan 
secara langsung oleh penduduk desa pada 
hari pemungutan suara? 
2.  Menurut Saudara apakah batas umur pemilih 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku? 
3.  Menurut Saudara apakah pemilihan kepala 
desa sudah bersifat langsung, umum, bebas, 






3.  Tahap 
Penetapan  
1.  Menurut Saudara apakah pelantikan kepala 
desa terpilih dilaksanakan? 
2.  Apakah kepala desa terpilih melakukan 
supah janji sebagai kepala desa? 
3.  Apakah Saudara mengetahui bunyi sumpah 









desa yang bersih 
1.  Menurut Saudara apakah hambatan dalam 
mewujudkan pemilihan kepala desa yang 
bersih? 
2.  Apakah terdapat kecurangan-kecurangan 
dalam pemilihan kepala desa? 
3.  Berikan contoh kecurangan-kecurangan 







Nama Responden  :  
Hari/Tanggal Observasi  :  
Tempat  :  
 
Penilaian 
No Variabel Indikator Item Observasi 
SB B C K SK 
1.  Kesadaran 
Individu 
1.  Masyarakat mempunyai gagasan 
dalam politik. 
2.  Menyampaikan aspirasi politik. 
3.  Usaha memahami politik dangan 
mengikuti sosialisasi politik.  
     
2.  Kesadaran 
Gerakan 
1.  Mengikuti kampanye politik. 
2.  Menggunakan hak suara. 
3.  Mengawasi perhitungan suara. 
     
3.  Kesadaran 
Akan 
Problematika  
1.  Mengutarakan permasalahan-
permasalahan yang terjadi.  
2.  Mencari solusi menyelesaikan 
permasalahan desa. 
3.  Memilih kepala desa yang 
mampu menyelesaikan masalah. 








1.  Tidak saling bermusuhan dengan 
lawan politik. 
2.  Menghargai perbedaan politik.  
3.  Tidak mudah termakan hasutan 
lawan polisik.  
     
1.  Tahap 
Pencalonan  
1.  Penguman bakal calon kepala 
desa. 
2.  Pengambilan nomor urut calon 
kepala desa.  
3.  Calon kepala desa melakukan 
kampanye  
     
2.  Tahap 
Pemungutan 
Suara  
1.  Pelaksanaan pemungutan surara. 
2.  Perhitungan suara. 
3.  Rekapitulasi pengumungutan 
suara. 





3.  Tahap 
Penetapan  
1.  Penetapan kepala desa terpilih  
2.  Pelantikan  kepala desa terpilih  
 










desa yang bersih 
1.  Calon kepala desa mengancam 
warga agar di pilih. 
2.  Calon kepala desa atau tim 
sukses memberikan amplop 
berisi uang agar warga memilih. 
 







Nama Responden   :  
Hari/Tanggal Dokumentasi   :  
Tempat   :  
 
Penilaian 
Ada No Variabel Indikator Item Dokumentasi 
L KL TL 
Tidak 
Ada 
1.  Kesaaradan 
Individu 
1.  Foto masyarakat dalam 
menyampaikan gagasan dalam 
berkampanye. 
2.  Foto menyampaikan aspirasi dan 
pertanyaan untuk kepala desa. 
3.  Foto masyarakat ketika calon 
kepala desa menyampaikan 
gagasannya.  
     
2.  Kesadaran 
Gerakan 
1.  Foto mengantri di TPS. 
2.  Foto mencoblos di bilik yang 
disediakan panitia.  
3.  Foto menaruh dan 
mengumpulkan surat suara.  
     
3.  Kesadaran 
Akan 
Problematika  
1.  Foto masyarakat menyampaikan 
permasalahan desa.  
2.  Foto masyarakat sedang 
berdepat membenarkan 
pilihannya masing-masing. 
3.  Foto contoh permecahan 
masyarakat.  








1.  Foto masyarakat saling menyapa 
walau berbeda pilihan. 
2.  Foto kampanye berjalan dengan 
baik dan tertib tanpa 
perusahakan. 
3.  Foto masyarakat tidak saling 
hujat saat berkampanye. 





1.  Tahap 
Pencalonan  
1.  Foto Bakal calon kepala desa  
2.  Foto pengumuman Calon kepala 
di tempat umum  
3.  Foto Calon kepala desa 
melakukan kampanye  
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2.  Tahap 
Pemungutan 
Suara  
1.  Foto hasil pilkades. 
2.  Rekapitulasi perhitungan 
pilkades. 
3.  Foto penandatanganan berita 
acara pilkades.  
     
3.  Tahap 
Penetapan  
1.  Penetapan kepala desa terpilih  
2.  Janji kepala desa terpilih  








desa yang bersih 
1.  Foto Kecurangan-kecurangan 
dalam pemilihan kepala desa. 
2.  Foto kepala desa atau tim sukses 
memberikan amplop berisi uang.  
3.  Foto kepala desa atau tim sukses 
memberikan bingkisan sembako 






HASIL  WAWANCARA  
 
 
Nama Responden  : Maskuro (Calon Kepala Desa 1) 
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Desember 2019 
Tempat  : Kediaman Maskuro  
 
Kesadaran Politik Masyarakat 
1. Kesadaran Individu  
a. Apakah dalam memilih kepala desa masyarakat memilih sesuai dengan hati 
nurani secara benar? 
Jawaban: 
Menurut saya masyarakat memilih dengan hati nuraninya tanpa paksaan oleh 
siapapun dengan bebas sesuai keinginannya sendiri.  
b. Menurut Saudara dalam memilih kepala desa perlu melihat visi misi? 
Jawaban: 
Ya, itu sangat perlu karena masyarakat tahu kinerja dari calon itu sendiri 
yang tertuang dalam visi misinya yang terpapar jelas sehingga masyarakat 
tahu program apa saja yang akan dijalankan nanti. 
c. Apakah dalam memilih kepala desa, masyarakat perlu melihat pendidikan 
calon kepala desa? 
Jawaban: 
Menurut saya penting juga karena seorang pemimpin yang memiliki 
pengetahuan dan pendidikan jelas lebih tertata untuk masa depan desa yang 
dipimpinnya. 
 
2. Kesadaran Gerakan  
a. Apakah masyarakat mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan calon 
kepala desa yang dipilih? 
Jawaban: 
Ya, namun masyarakat yang mengikuti kampanye kebanyakan hanya 
pendukung dari masing-masing calon yang berkampanye.  
b. Menurut Saudara perlukah membentuk kumpulan atau wadah pendukung salah 
satu calon kepala desa? 
Jawaban: 
Pembentukan perkumpulan atau team sukses sangat perlu guna mencari 
dukungan dari masyarakat 
c. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi atau memberikan dukungan dalam 
perkumpulan pendukung paslon yang diikuti? 
Jawaban: 
Tidak, kalau pun ada jarang sekali. Paling yang ikut berpartisipasi para team 





3. Kesadaran Akan Problematika   
a. Menurut Saudara, permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat? 
Jawaban: 
Banyak mas, seperti banjir saat musim hujan, jalanan rusak, saluran air dan 
lain sebagainya. 
b. Menurut Saudara, apakah masyarakat memilih kepala desa yang memiliki ide 
tentang permasalahan di desa? 
Jawaban: 
Tentu saja mas, masyarakat menginginkan desanya makmur dan sejahtera, 
jadi akan memilih calon kepala desa yang dapat menyelesaikan masalah desa. 
c. Apakah proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan perpecahan dalam 
masyarakat? 
Jawaban: 
Tergantung masyarakat itu sendiri, namun pada umumnya timbul perpecahan 
untuk beberapa waktu baik sebelum sampai sesudah pemilihan kepala desa. 
 
4. Kesadaran Akan Hakikat Politik 
a. Menurut Saudara, pentingkah masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala 
desa? 
Jawaban: 
Ya mas, tentu penting, karena pemilihan kepala desa menentukan 
pembangunan desa ke depannya.  
b. Menurut Saudara, apakah calon kepala desa dalam berkampanye selalu 
menjaga sikap dan perbuatan? 
Jawaban: 
Ya mas, saya selalu menjaga sikap saat berkampanye agar mendapatkan 
banyak pendukung. 
c. Apakah masyarakat akan mendukung kepala desa terpilih walaupun tidak 
sesuai dengan pilihan? Berikan pendapat Saudara? 
Jawaban: 
Tentu saja harus mendukung untuk kemajuan desa.  
 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
1. Tahap Persiapan  
a. Apakah pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan 
prosedur? 
Jawaban: 
Pendaftaran pemilih sudah sesuai dengan prosedur yang ada.  
b. Bagaimana pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) dalam pemilihan 
kepala desa? 
Jawaban: 
Data pemilih diumumkan dan ditempelkan di tempat-tempat yang strategis 
agar semua masyarakat dapat melihatnya.  
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c. Apakah ada pendaftaran susulan atau tambahan bagi pemilih yang terlambat 
atau belum terdaftar pada Data Pemilih Sementara? 
Jawaban: 
Pendaftaran susulan atau perbaikan data pemilih sementara sebelum 
ditetapkan dalam data pemilih tetap. 
 
2. Tahap Pencalonan  
a. Menurut Saudara apakah bakal calon kepala desa telah memenuhi persyaratan 
yang ada? 
Jawaban: 
Ya mas, semua persyaratan sudah ada dalam administrasi bakal calon kepala 
desa.  
b. Apakah calon kepala desa diumumkan di tempat umum agar masyarakat 
mengetahui semua calon yang ada? 
Jawaban: 
Ya jelas dong mas, kan untuk mendapatkan masa agar masyarakat mengenal 
calon kepala desanya. 
c. Apakah calon kepala desa melakukan kampanye dengan benar 
Jawaban: 
Ya mas, saya selalu melakukan kampanye dengan baik dan benar sesuai 
aturan yang berlaku. 
 
3. Tahap Pemungutan Suara 
a. Apakah pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh penduduk 
desa pada hari pemungutan suara 
Jawaban: 
Ya, pemungutan suara dilaksanakan secara langsung pada hari pemungutan 
suara, dan umumnya tanpa hambatan dan halangan atau tanpa pemungutan 
ulang.  
b. Menurut Saudara apakah batas umur pemilih sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? 
Jawaban: 
Tentu saja sudah mengetahui semua.  
c. Saudara apakah pemilihan kepala desa sudah bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil? 
Jawaban: 




Nama Responden  : Zainal Arifin (Calon Kepala Desa 2) 
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Desember 2019 
Tempat  : Kediaman Zainal Arifin 
 
Kesadaran Politik Masyarakat 
1. Kesadaran Individu  
a. Apakah dalam memilih kepala desa masyarakat memilih sesuai dengan hati 
nurani secara benar? 
Jawaban: 
Sebagian besar sesuai keinginannya atau hati nuraninya, tapi ada beberapa 
yang memilih dengan mengharap imbalan.  
b. Menurut Saudara dalam memilih kepala desa perlu melihat visi misi? 
Jawaban: 
Visi misi ibarat apa yang akan dikerjakan kepala desa yang akan datang, 
sehingga perlu memilih dengan melihat visi misi kepala desa.  
c. Apakah dalam memilih kepala desa, masyarakat perlu melihat pendidikan 
calon kepala desa? 
Jawaban: 
Kebanyakan warga tidak melihat pendidikan mas, yang terpenting orangnya 
benar, akhlak dan jiwa kepemimpinannya.  
 
2. Kesadaran Gerakan  
a. Apakah masyarakat mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan calon 
kepala desa yang dipilih? 
Jawaban: 
Ya, namun umumnya yang datang hanya simpatisan calon kepala desanya, 
namun kadang ada simpatisan calon kepala desa lain ikut kampanye. 
b. Menurut Saudara perlukah membentuk kumpulan atau wadah pendukung salah 
satu calon kepala desa? 
Jawaban: 
Ya mas, perlu untuk mencari suara warga, dan untuk menginformasikan visi 
dan misi saya.  
c. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi atau memberikan dukungan dalam 
perkumpulan pendukung paslon yang diikuti? 
Jawaban: 
Tidak ada mas, paling hanya tim sukses saya yang banyak berpartisipasi.  
 
3. Kesadaran Akan Problematika   
a. Menurut Saudara, permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat? 
Jawaban: 
Ya mas banyak, banjir karena saluran air yang kurang bagus dan tempat 
pembuangan sampai yang kurang efisien, serta penataan ruang di pasar yang 




b. Menurut Saudara, apakah masyarakat memilih kepala desa yang memiliki ide 
tentang permasalahan di desa? 
Jawaban: 
Ya mas, masyarakat memilih melihat ide-ide calon kepala desa. 
c. Apakah proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan perpecahan dalam 
masyarakat? 
Jawaban: 
Ya mas, umumnya sebelum pemilihan, banyak masyarakat yang terkotak-kotak 
sesuai dengan pilihannya masing-masing. 
 
4. Kesadaran Akan Hakikat Politik 
a. Menurut Saudara, pentingkah masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala 
desa? 
Jawaban: 
Ya mas, sangat penting untuk memilih kepala desa yang baik sesuai keinginan 
masyarakat.  
b. Menurut Saudara, apakah calon kepala desa dalam berkampanye selalu 
menjaga sikap dan perbuatan? 
Jawaban: 
Saya selalu menjaga sikap dan perbuatan saat berkampanye agar 
mendapatkan banyak pendukung. 
c. Apakah masyarakat akan mendukung kepala desa terpilih walaupun tidak 
sesuai dengan pilihan? Berikan pendapat Saudara? 
Jawaban: 
Ya mas, harus mendukung agar pembangunan desa cepat berkembang.  
 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
1. Tahap Persiapan  
a. Apakah pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan 
prosedur? 
Jawaban: 
Ya mas, Pendaftaran pemilih sudah sesuai dengan prosedur yang ada.  
b. Bagaimana pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) dalam pemilihan 
kepala desa? 
Jawaban: 
Di tempel di tempat-tempat yang gampang dilihat oleh masyarakat terutama 
di sudut-sudut desa yang ramai.  
c. Apakah ada pendaftaran susulan atau tambahan bagi pemilih yang terlambat 
atau belum terdaftar pada Data Pemilih Sementara? 
Jawaban: 






2. Tahap Pencalonan  
a. Menurut Saudara apakah bakal calon kepala desa telah memenuhi persyaratan 
yang ada? 
Jawaban: 
Tentu mas, sebelum menjadi calon kepala desa pendaftaran harus memenuhi 
persyaratan yang ada.  
b. Apakah calon kepala desa diumumkan di tempat umum agar masyarakat 
mengetahui semua calon yang ada? 
Jawaban: 
Ya dong mas, kan biar masyarakat tahu dan kenal pilihannya.  
c. Apakah calon kepala desa melakukan kampanye dengan benar 
Jawaban: 
Saya melakukan kampanye dengan sopan dan menjaga sikap agar masyarakat 
simpati kepada saya.  
 
3. Tahap Pemungutan Suara 
a. Apakah pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh penduduk 
desa pada hari pemungutan suara 
Jawaban: 
Ya mas. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung pada hari 
pemungutan suara. 
b. Menurut Saudara apakah batas umur pemilih sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? 
Jawaban: 
Sudah tahu semua mas.  
c. Saudara apakah pemilihan kepala desa sudah bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil? 
Jawaban: 




Nama Responden  : Nur Rohman (Calon Kepala Desa 3) 
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Desember 2019 
Tempat  : Kediaman Nur Rohman 
 
Kesadaran Politik Masyarakat 
1. Kesadaran Individu  
a. Apakah dalam memilih kepala desa masyarakat memilih sesuai dengan hati 
nurani secara benar? 
Jawaban: 
Ya mas untuk mewujudkan kepala desa yang bersih perlu memilih dengan hati 
nurani.  
b. Menurut Saudara dalam memilih kepala desa perlu melihat visi misi? 
Jawaban: 
Dari pengalaman yang ada, visi misi hanya terkesan tulisan yang jarang 
dibaca oleh masyarakat umum, jadi jarang yang memilih melihat visi misi 
kepala desa. 
c. Apakah dalam memilih kepala desa, masyarakat perlu melihat pendidikan 
calon kepala desa? 
Jawaban: 
Tidak mas, umumnya masyarakat memilih pada kepala desa yang memberikan 
imbalan baik itu berupa sembako atau uang secara langsung.  
 
2. Kesadaran Gerakan  
a. Apakah masyarakat mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan calon 
kepala desa yang dipilih? 
Jawaban: 
Ya, namun umumnya hanya pendukung yang solid yang mengikuti kampanye 
saya mas.  
b. Menurut Saudara perlukah membentuk kumpulan atau wadah pendukung salah 
satu calon kepala desa? 
Jawaban: 
Ya mas, untuk mencari suara perlu adanya perkumpulan, tetapi umumnya 
perkumpulan itu, masyarakat hanya mengharapkan imbalan.  
c. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi atau memberikan dukungan dalam 
perkumpulan pendukung paslon yang diikuti? 
Jawaban: 
Tidak, saya mempercayakan kepada tim sukses agar menyampaikan program-
program dalam perkumpulan tersebut.  
 
3. Kesadaran Akan Problematika   
a. Menurut Saudara, permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat? 
Jawaban: 




b. Menurut Saudara, apakah masyarakat memilih kepala desa yang memiliki ide 
tentang permasalahan di desa? 
Jawaban: 
Tentu mas, umumnya mengharapkan pembangunan di daerahnya. 
c. Apakah proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan perpecahan dalam 
masyarakat? 
Jawaban: 
Itu sudah umum mas, tapi nanti juga baik sendiri setelah pemilihan selesai.  
 
4. Kesadaran Akan Hakikat Politik 
a. Menurut Saudara, pentingkah masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala 
desa? 
Jawaban: 
Penting mas, agar masyarakat mengenal dan memahami pemimpinnya sendiri.  
b. Menurut Saudara, apakah calon kepala desa dalam berkampanye selalu 
menjaga sikap dan perbuatan? 
Jawaban: 
Ya mas, selalu menjaga sikap dan perbuatan agar dihormati masyarakat. 
c. Apakah masyarakat akan mendukung kepala desa terpilih walaupun tidak 
sesuai dengan pilihan? Berikan pendapat Saudara? 
Jawaban: 
Ya dong harus didukung, tapi kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang 
tidak mendukung senangnya mengkritik.  
 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
1. Tahap Persiapan  
a. Apakah pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan 
prosedur? 
Jawaban: 
Ya mas, Pendaftaran pemilih sudah sesuai dengan prosedur yang ada.  
b. Bagaimana pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) dalam pemilihan 
kepala desa? 
Jawaban: 
Diumumkan di tempat-tempat yang gampang dilihat oleh masyarakat terutama 
di sudut-sudut desa yang ramai.  
c. Apakah ada pendaftaran susulan atau tambahan bagi pemilih yang terlambat 
atau belum terdaftar pada Data Pemilih Sementara? 
Jawaban: 
Ya mas ada, buat yang belum terdaftar dapat mendaftar susulan.  
 
2. Tahap Pencalonan  






Tentu mas, sebelum menjadi calon kepala desa pendaftaran harus memenuhi 
persyaratan yang ada.  
b. Apakah calon kepala desa diumumkan di tempat umum agar masyarakat 
mengetahui semua calon yang ada? 
Jawaban: 
Ya mas, bahkan saya sendiri memasang baner-baner banyak di sudut-sudut 
desa.  
c. Apakah calon kepala desa melakukan kampanye dengan benar 
Jawaban: 
Ya mas, untuk mendapat dukungan suara yang banyak.  
 
3. Tahap Pemungutan Suara 
a. Apakah pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh penduduk 
desa pada hari pemungutan suara 
Jawaban: 
Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung pada hari pemungutan 
suara. 
b. Menurut Saudara apakah batas umur pemilih sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? 
Jawaban: 
Sudah tahu semua mas.  
c. Saudara apakah pemilihan kepala desa sudah bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil? 
Jawaban: 





Nama Responden  : Sumirah (R1) 
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Desember 2019 
Tempat  : Kediaman  
 
Kesadaran Politik Masyarakat 
1. Kesadaran Individu  
a. Apakah dalam memilih kepala desa Saudara memilih sesuai dengan hati nurani 
secara benar? 
Jawaban: 
Gak mas, saya memilih calon kepala desa yang memberi uang paling banyak. 
Hehehehe.... 
b. Menurut Saudara dalam memilih kepala desa perlu melihat visi misi? 
Jawaban: 
Gak mas, cukuk orangnya baik.  
c. Apakah dalam memilih kepala desa, perlu melihat pendidikan calon kepala 
desa? 
Jawaban: 
Tidak perlu mas.  
 
2. Kesadaran Gerakan  
a. Apakah Saudara mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan calon 
kepala desa yang dipilih? 
Jawaban: 
Tidak mas, panas soalnya saat kampanye.  
b. Menurut Saudara perlukah membentuk kumpulan atau wadah pendukung salah 
satu calon kepala desa? 
Jawaban: 
Tidak mas, repot soalnya saya, nanti kalau ikut perkumpulan disuruh 
mengumpulkan masa. 
c. Apakah Saudara ikut berpartisipasi atau memberikan dukungan dalam 
perkumpulan pendukung paslon yang diikuti? 
Jawaban: 
Tidak mas, saya gak suka perkumpulan-perkumpulan.  
 
3. Kesadaran Akan Problematika   
a. Menurut Saudara, permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat? 
Jawaban: 
Banjir, tempat pembuang sampah jarang, jalanan rusak mas.  
b. Apakah Saudara memilih kepala desa yang memiliki ide tentang permasalahan 
di desa? 
Jawaban: 
Ya dong, saya selalu mendukung calon kepala desa yang memperhatikan 
masalah yang ada di desa.  
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c. Apakah proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan perpecahan dalam 
masyarakat? 
Jawaban: 
Ya mas, menjadikan perpecahan, karena banyak berita-berita hoax.  
 
4. Kesadaran Akan Hakikat Politik 
a. Menurut Saudara, pentingkah masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala 
desa? 
Jawaban: 
Ya mas. Sangat penting, banyak calon kepala desa yang memberikan uang 
cuma-cuma  
b. Menurut Saudara, apakah calon kepala desa dalam berkampanye selalu 
menjaga sikap dan perbuatan? 
Jawaban: 
Iya oh mas, untuk mencari masa.  
c. Apakah Saudara akan mendukung kepala desa terpilih walaupun tidak sesuai 
dengan pilihan? Berikan pendapat Saudara? 
Jawaban: 
Ya mas, saya akan selalu mendukung calon kepala desa yang terpilih.  
 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
1. Tahap Persiapan  
a. Apakah pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan 
prosedur? 
Jawaban: 
Sudah sesuai prosedur mas.  
b. Bagaimana pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) dalam pemilihan 
kepala desa? 
Jawaban: 
Ditempel di tempat-tempat umum mas.  
c. Apakah ada pendaftaran susulan atau tambahan bagi pemilih yang terlambat 
atau belum terdaftar pada Data Pemilih Sementara? 
Jawaban: 
Tidak tahu mas, saya selalu terdaftar jadi pemilih.  
 
2. Tahap Pencalonan  
a. Menurut Saudara apakah bakal calon kepala desa telah memenuhi persyaratan 
yang ada? 
Jawaban: 
Tidak tahu mas.  
b. Apakah calon kepala desa diumumkan di tempat umum agar masyarakat 
mengetahui semua calon yang ada? 
Jawaban: 
Ya mas, foto-foto calon kepala desa juga tersebar di sudut-sudut desa.  
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c. Apakah calon kepala desa melakukan kampanye dengan benar 
Jawaban: 
Ya mas, mereka kampanye dengan baik dan benar karena untuk mendapatkan 
masa.  
 
3. Tahap Pemungutan Suara 
a. Apakah pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh penduduk 
desa pada hari pemungutan suara 
Jawaban: 
Ya mas sesuai dengan jadwal yang ada.  
b. Menurut Saudara apakah batas umur pemilih sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? 
Jawaban: 
Ya jelas dong mas yang penting sudah mempunyai KTP dapat mendaftar jadi 
pemilih. 
c. Saudara apakah pemilihan kepala desa sudah bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil? 
Jawaban: 




Nama Responden  : Yudhi (R2) 
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 12 Desember 2019 
Tempat  : Kediaman  
 
Kesadaran Politik Masyarakat 
1. Kesadaran Individu  
a. Apakah dalam memilih kepala desa Saudara memilih sesuai dengan hati nurani 
secara benar? 
Jawaban: 
Ya mas, saya selalu memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nurani 
saya. 
b. Menurut Saudara dalam memilih kepala desa perlu melihat visi misi? 
Jawaban: 
Cukup orang yang sederhana mas. Gak perlu visi misi.  
c. Apakah dalam memilih kepala desa, perlu melihat pendidikan calon kepala 
desa? 
Jawaban: 
Tidak perlu mas. Malah biasanya orang yang berpendidikan nanti pandai 
mencuri uang rakyat (korupsi).  
 
2. Kesadaran Gerakan  
a. Apakah Saudara mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan calon 
kepala desa yang dipilih? 
Jawaban: 
Tidak mas, panas soalnya saat kampanye.  
b. Menurut Saudara perlukah membentuk kumpulan atau wadah pendukung salah 
satu calon kepala desa? 
Jawaban: 
Tidak mas, pusing nanti kalau kumpulan, ada ini ada itu. 
c. Apakah Saudara ikut berpartisipasi atau memberikan dukungan dalam 
perkumpulan pendukung paslon yang diikuti? 
Jawaban: 
Tidak mas, saya gak suka perkumpulan-perkumpulan.  
 
3. Kesadaran Akan Problematika   
a. Menurut Saudara, permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat? 
Jawaban: 
Banjir, tempat pembuang sampah jarang, jalanan rusak mas.  
b. Apakah Saudara memilih kepala desa yang memiliki ide tentang permasalahan 
di desa? 
Jawaban: 
Ya dong, saya selalu mendukung calon kepala desa yang memperhatikan 
masalah yang ada di desa.  
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c. Apakah proses pemilihan kepala desa sering menimbulkan perpecahan dalam 
masyarakat? 
Jawaban: 
Ya mas, banyak yang sindir-sindiran, tidak saling sapa dan banyak lagi mas. 
 
4. Kesadaran Akan Hakikat Politik 
a. Menurut Saudara, pentingkah masyarakat ikut serta dalam pemilihan kepala 
desa? 
Jawaban: 
Ya mas. Sangat penting, kan pesta demokrasi mas.  
b. Menurut Saudara, apakah calon kepala desa dalam berkampanye selalu 
menjaga sikap dan perbuatan? 
Jawaban: 
Ya mas, selalu kampanye untuk mencari dukungan.  
c. Apakah Saudara akan mendukung kepala desa terpilih walaupun tidak sesuai 
dengan pilihan? Berikan pendapat Saudara? 
Jawaban: 
Ya mas, saya akan selalu mendukung calon kepala desa yang terpilih.  
 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
1. Tahap Persiapan  
a. Apakah pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan 
prosedur? 
Jawaban: 
Sudah sesuai prosedur mas.  
b. Bagaimana pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) dalam pemilihan 
kepala desa? 
Jawaban: 
Ditempel di tempat-tempat umum mas, seperti di balai desa.  
c. Apakah ada pendaftaran susulan atau tambahan bagi pemilih yang terlambat 
atau belum terdaftar pada Data Pemilih Sementara? 
Jawaban: 
Tidak tahu mas, saya orangnya tidak mau tahu, yang penting saya sudah 
terdaftar. 
 
2. Tahap Pencalonan  
a. Menurut Saudara apakah bakal calon kepala desa telah memenuhi persyaratan 
yang ada? 
Jawaban: 
Tidak tahu mas.  
b. Apakah calon kepala desa diumumkan di tempat umum agar masyarakat 
mengetahui semua calon yang ada? 
Jawaban: 
Ya mas, foto-foto calon kepala desa juga tersebar di sudut-sudut desa.  
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c. Apakah calon kepala desa melakukan kampanye dengan benar 
Jawaban: 
Mereka kampanye dengan baik dan benar karena untuk mendapatkan masa.  
 
3. Tahap Pemungutan Suara 
a. Apakah pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh penduduk 
desa pada hari pemungutan suara 
Jawaban: 
Ya mas sesuai dengan jadwal yang ada.  
b. Menurut Saudara apakah batas umur pemilih sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? 
Jawaban: 
Ya jelas dong mas yang penting sudah mempunyai KTP dapat mendaftar jadi 
pemilih. 
c. Saudara apakah pemilihan kepala desa sudah bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil? 
Jawaban: 
Ya mas, bebas dalam memilih.  
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